
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1.1

Tanggal Pembuatan 1 April2017

TanggalRevisi
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Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

NamaSOP Pemberian Penghargaan Tanda
Kehormatan Satyalencana Karya Satya

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994
tentang tanda{anda Kehormatan Setyalencana
Karya Satya PNS yang telah mempunyai masa
kerja '10 tahun , 20 tahun dan 30 tahun atau
lebih secara terus menerus dan dapat
menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran
dan kedisiplinannya sehingga dapat dijadikan
teladan bagi setiap pegawai lainnya.

2. Surat Pemerintah Nomor 53 Tahun 2UA
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3. Keputusan Gubernur Jambi nomor 201 Tahun
2003 tentang hari kerja dan jam kerja
dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun
2412 tentang Petunjuk Teknis Penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi.

1. Pendidikan S.1 minimal D.3
2. MemahamiTata naskah dinas
3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang

Kepegawaian.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternaldan Eksternal
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer/laptop
3. Lembar Disposisi
4. Stopmap/Snellhecter Folio (map Tulang)
5. Filing Kabinet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penyampaian usulan nama - nama PNS
berdasarkan penilaian dari atasan/Kepala
Unit Kerja sesuai dengan batas waktu yang
telah ditetapkan oleh BKD Provinsi Jambi

2. Keterlambatan penyampaian usulan
nama-nama yang diminta oleh BKD
Provinsi Jambi akan berakibat
terlambatnya proses kepengurusan.

Menginvestarisir data-data yang diterima dari Dinas-dinas di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsl Jambi.



Bagan Alur SOP Usulan Pemberian Penghargaan Kepada PNS Teladan/ Berprestasi

No. Uraian Kegiatan UNIT PELAKSANA WAKTU
Staf Kasubagl

Kasi
Sekretarisl

Bidang
Kadis Sekda BKD

1 Surat Masuk dari Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi
Jambi

<* I hari

2"
Surat masuk diteruskan Kasubag
dan Sekretaris meneruskan ke
Kadis untuk didisposisi.

t hari

3 Surat dldisposisi Kadis diturunkan
ke Sekretaris diteruskan ke
Kasubag untuk digandakan ke
Bidang-bidang.

*_-J 15 menit

4. Penerimaan Data - data dari
Sekretaris/Bidang dilingkungan
Kominfo Provinsi Jambi dan
Kasubag membuat surat.

L- 3 hari

5 Melalui Sekretaris surat dinaikkan
ke Kadis dan diteruskan ke Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi
Jambi

t__ t hari

A. Latar Belakang

Bentuk Penghargaan dari Pemerintah sekaligus memotivasi Pegawai Negeri Sipil didalam
meningkatkan Kedisiplinan, keteladanan, kesetiaan, kecakapan, kejujuran sehingga dapat
dijadikan teladan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil lainnya serta prestasinya didalam bekerja
berupa Penghargaan Tanda Kehormatan SetyalencanaKarya Satya PNS yang telah mempunyai
masa kerja 10 tahun , 20 tahun dan 30 tahun atau lebih secara terus menerus.

B. Maksud dan Tujuan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang

harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja.
2. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Komunikasi dan lntormatika Provinsi Jambi
3. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas

C. Ruang lingkup
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

D. Prosedur pelaksanaan

1. Surat Masuk dari Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiJambi.
Staf menerima Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tentang Usulan
Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Setya Lencana Karya Satya Kepada Dinas
Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi.

2. Membuat Nota Dinas
Untuk menindaklanjuti surat dari BKD Provinsi Jambi, Kasubbag membuat Nota Dinas yang
ditujukan ke Bidang-Bidang dilingkungan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jambi
perihal meneruskan Surat dari BKD Provinsi Jambi tentang Pemberian Penghargaan Tanda
Kehormatan Satyalencana Karya Satya dilingkungan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi
Jambi. Selanjutnya Nota Dinas tersebut diteliti oleh Sekretaris untuk menghindari adanya
kesalahan dan kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi untuk
ditandatangani.

a Dandicfrihrrcian dan Danaaanrlaan llaaa Ftiraa
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4. Surat Diteruskan ke Bidang
$urat didisposisi Kadis diturunkan ke Sekretaris diteruskan ke Kasubag untuk digandakan ke
Bidan-Bidang.

5. Penerimaan Data - data dari Bidang bidang pada Dinas Kominfo Provinsi Jambi.
Melalui Sekretariat surat dinaikkan ke Kadis dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah

, ProvinsiJambi
Persyaratan
1. Teknis Pelaksana

a. BKD
b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2. Administrasi
a. Data Pegawai
b. Laporan Kinerja

E. Sarana dan Prasarana
1. komputer
2. printer

3. Alat Tulis Kantor
F. Biaya Pemrosesan

Tidak ada
G. Tempat Pemrosesan SuratJNota Dinas

Diruang Kepegawaian atau tempat lainnya.
H. Jadwal Pemrosesan

Sesuai dengan tingkat kebutuhan
l. Penanganan tindak lanjut PengaduanlKeluhanJMasukan :

1. Untuk PengaduanlKeluhanlMasukan dari PNS terkait Data yang disampaikan ditujukan Kepada
Kepala Dinas.

2. Kepala Dinas Kominfo mendelegasikan Warenang kepada Sekretaris untuk menindak lanjuti
Pengaduan/Keluhan/Masu kan tersebut.

3. Sekretaris memerintahkan tGsubbag Umum dan Kepegawaian untuk menindak lanjuti
Pengaduan/Keluhan/Masukan tesebut

Jambi, 2417

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

IT. NURACHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk. I

NrP. 19630901 199303 1 005



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1.1

Tanggal Pembuatan l April 2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1Oktober2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

NamaSOP Pemberian Penghargaan Kepada
PNS Teladan/Berprestasi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Rl Nomor 295/M.PAN/1112012 tanggal
11 November 2012 tentang Pemberian
Penghargaan kepada Pegawai
Teladan/Berprestasi.

3. Keputusan Gubernur Jambi nornor 2A1 Tahun
2003 tentang hari kerja dan jam kerja
dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi'

4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun
2412 tentang Petunjuk Teknis Penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi.

1. Pendidikan D3/S1
2. Memahamitata naskah dinas
3- Mampu rnengoperasikan Program Microsoft Office
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang

Kepegawaian.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternaldan Eksternal
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer/laptop
3" Lembar Disposisi
4, Stopmap/Snellhecter Folio (map Tulang)
5. Filing Kabinet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penyampaian usulan nama - nama PNS
berdasarkan penilaian dari atasan/Kepala U n it
Kerja sesuai dengan batas waktu yang telah
ditetapkan oleh BKD ProvinsiJambi

2. Keterlambatan penyampaian usulan nama -
nama yang diminta oleh BKD Provinsi Jambi
akan berakibat terlambatnya proses
kepengurusan.

Menginvestarisir data - data yang diterima dari Dinas - Dinas
di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi,

I
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Bagan Alur SOP Usulan Pemberian Penghargaan Kepada PNS Teladan/ Berprestasi

No Uraian Kegiatan UNIT PELAKSANA WAKTU

Staf Kasubagl
Kasi

Sekretaris/
Bidanq

Kadis Sekda BKD

1 Surat Masuk dari Badan
Kepegawaian Daerah Provi nsi
Jambi

t hari

2.
Surat masuk diteruskanke
Kasubag dan Sekretaris
meneruskan ke Kadis untuk
didisposisi.

t hari

3. Surat didisposisi Kadis diturunkan
ke Sekretaris diteruskan ke
Kasubag untuk digandakan ke
Bidang2.

+* -J
'15 menit

4. Penerimaan Data - data dari
Sekretaris/Bidang dilingkungan
Kominfo Provinsi Jambi dan
Kasubag membuat surat.

3 hari

5
Melalui Sekretaris surat dinaikkan
ke Kadis dan diteruskan ke Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi
Jambi

L- t hari

A. Latar Belakang

Bentuk Penghargaan dari Pemerintah sekaligus memotivasi Pegawai Negeri Sipil didalam

meningkatkan Kedisiplinan, keteladanan yang mempunyai Moral/Akhlak yang menunjukkan sikap

perilaku yang baik, kesetiaan,kejujuran, pengabdian dan mempunyai kemampuan teknis, dapat

bekerja sama serta dapat menunjukkan prestasinya didalam bekerja berupa Penghargaan.

B. Maksud dan Tuiuan

- Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang

harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja.

- Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi

- Terwujudnya persamaan persepsidalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan

r Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas

G. Ruang lingkup
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

D. Prosedur pelaksanaan
1. Surat Masuk dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Staf menerima Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tentang Usulan

Pemberian Penghargaan kepda PNS Teladan/Berprestasi Kepada Dinas Kominfo Provinsi

Jambi.
2. Meneruskan Surat.

Untuk menindaklanjuti surat dari BKD Provinsi Jambi , Surat masuk diteruskan Kasubag dan

Sekretaris meneruskan ke Kadis untuk didisposisi.

3. Pendistribusian.
Surat didisposisi Kadis diturunkan ke Sekretaris diteruskan ke Kasubag untuk digandakan ke

Bidang-Bidang.

4. Surat Diteruskan ke Bidang
Srrrat rtirtie,nnsisi Kadis diilrrrrnkan ke Sekretaris diteruskan ke Kasubao untuk dioandakan ke

L-



E. Persyaratan
1. Teknis Pelaksana

a. BKD
b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2. Administrasi
, a. Data Pegawai

b. Laporan Kinefia

F. Saranadan Pragarana
1. komputer
2. printer

3. Alat Tulis Kantor

G. Biaya Pemrosesan
Tidak ada

H. Tempat Pemrosesan SuraUNota Dinas
Diruang Kepegawaian atau tempat lainnya

l. Jadwal Pemrosesan
Sesuai dengan tingkat kebutuhan

J. Penanganan tindak lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan :

1. Untuk Pengaduan/KeluhanlMasukan dari PNS terkait Data yang disampaikan ditujukan Kepada
Kepala Dinas.

2. Kepala Dinas Kominfo mendelegasikan wewenang kepada Kapala Bagian untuk menindak lanjuti
Pengaduan/Keluhan/Masukan tersebut.

3" Kepala Bagian memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk menindaklanjuti
Pengad uan/Keluhan/Masu kan tersebut

Jambi,
Disahkan Oleh
KEPALA DINAS,

2017

IT. NURACHMAT HERLAMBANG, MMA
Pembina Tk. I

NlP. 19630901 199303 1 005
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAMBI

Nornor S O P DISKOMINFO 1.1

Tanggal Pembuatan 1 April2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1 Oktober 2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNKASI DA]T
INFORMATIKA PROV- JAMBI

NamaSOP Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai NegeriSipil

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil.

2. Keputusan Gubernur Jambi nomor 201
Tahun 2003 tentang hari kerja dan jam kerja
ditingkungan Pemerintah Provinsi Jambi,

3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi.

1. Pendidikan D3/S1
2. Memahamitata naskah dinas
3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office
4, Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang

Kepegawaian"

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternaldan Eksternal
1" Alat Tulis Kantor
2. Komputer/laptop
3. Lembar Disposisi
4. Stopmap/Snellhecter Folio (map Tulang)
5. Filing Kabinet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bagi PNS yang tidak melaksanakan
Kewajiban dan Larangan menurut ketentuan
peraturan perundang - undangan, khususnya
peraturan kepegawaian dan Kedisplinan akan
diberikan penjatuhan hukuman disiplin sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

'1. Surat dan Nota Dinas
2. Surat penjatuhan hukuman disiplin diberikan oleh

Atasan/Kepala Dinas yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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Bagan Alur SOP Penjatuhan Hukuman Displin Pegawai Negeri Sipil

No. AKTIVITAS -AKSANA Waktu
STAF KASUB

BAG

SEKRETARIS KADIS BKD Sek
da

Gub

1 Surat Masuk dari BKD tentang
Usulan Penjatr"lhan Hukuman
Disiplin

1

Hari

2. Membuat Nota Dinaslaporan
dan Surat untuk ditanda tangani
Sekda. --> --------frY

lJam l

3. Surat dariSekda turun ke
Kasubag

r--
J 1 Hari

4. Pendistribusian Surat Penjatuhan
Hukuman Disiplin

3 Hari

5. Pengarsiapan 1 Hari

A. LATARBELAKANG

Setiap Pelanggaran harus ada hukuman yang diberikan, baik itu berat maupun ringan. Hukuman
yang diberikan bias bermacam - macam sesuai dengan tingkat pelanggaran. Ada Hukuman tertulis
dan ada juga hukuman berupa teguran lisan. Dan semua telah diatur didalam PP No. 53 Tahun
2010 serta Pergub N0.28 Tahun 2012.

B. Maksud dan Tujuan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang

harus dilalui untuk menyelesaikan suatu poses kerja
2" Teruvujud nya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi.
3. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas

C. Ruang Lingkup
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

D. Prosedur Penyusunan

1. Laporan masuk tentang Pelanggaran Disiplin PNS
Staf menerima laporan dari BKD tentang adanya Pelanggaran Disiplin PNS..

2, Membuat nota dinas
Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, membuat Nota Dinaslaporan dan Surat untuk ditanda
tangani Sekda perihal adanya usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS di dinas
Kominfo.

3. PenandatangananSurat
Surat dari Sekda turun ke Kasubag ditanda tangani karena yang bersangkutan telah melanggar
PP No. 53 Tahun 2010 serta Jenis Hukuman Penjatuhan Disiplin yang sesuai.

L Pandicfrihrreiln Srrrl* Daniaftrhln l-lrrlrrrmrn llieinlin
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5. Pengarsipan
Pengarsipan dilakukan oleh Pelaksana sebagai bahan Dokumen jika suatu saat diperlukan lagi.

E. Persyaratan
1. Teknis pelaksana :

, a. BKD
b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2. Administrasi
a. Adanya Laporan/usulan
b. Tindak Lanjut Laporan/Usulan

F. Sarana dan Prasarana Penyusunan
1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor

G. Biaya Pemrosesan
Tidak ada

H. Tempat Pemrosesan surat / nota dinas
Di ruang kepegawaian atau ditempat lainnya

l. JadwalPemrosesan
Sesuai dengan tingkat kebutuhan

J. Penanganan Tindak Lanjut PengaduanlKeluhan/Masukan :

1. Untuk pengaduan/keluhanlmasukan dari PNS terkait data yang disampaikan ditujukan kepada
Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika.

2. Kepala Dinas Kominfo mendelegasikan wewenang kepada kepala bagian untuk menindak lanjuti
pengaduan I keluhan/ masukan tersebut

3. Kepala bagian memerintahkan kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk menindak lanjuti
pengaduan / keluhan/ masukan tersebut.

Jambi, 2A17

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

I ,Jr{
IT. NURACHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk. I

NlP. 19680904 199503 1 001
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSIJAMBI

Nomor S O P
DISKOIVIINFO 1.1

Tanggal Pembuatan f April2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1 Oktober 2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

NamaSOP Penyusunan Daftar Urut
Kepangkatan (DUK)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979
dan Surat Edaran Kepala BAKN
No.03/SE/1980 tentang penyusunan Daftar
Urut Kepangkatan (DUK)

1. Pendidikan D3/S1
2. Memahamitata naskah dinas
3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang

Kepegawaian.

KETERKAITAN PERALAIAN / PERLENGKAPAN

lnternal dan Eksternal

'1. AlatTulis Kantor
2. Komputer/laptop
3. Lembar Disposisi
4. Stopmap/Snellhecter Folio (map Tulang)
5. Filing Kabinet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Keterlambatan Penyampaian data-data PNS
dari Dinas-dinas dilingkungan Dinas
Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi
akan berakibat keterlambatan dalam
Penyusunan DUK.

Menginventarisir data-data PNS yang diterima dari Dinas-
dinas dan di rekap untuk Penyusunan DUK di lingkungan
Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi Provinsi
Jambi.



Bagan Alur SOP Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan ( DUK )

No. AKTIVITAS UNIT PELAKSANA
STAF KASUBBAG SEKRETARIS KADIS SEKDA BKD

1 Surat Masuk dari Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi
Jambi

t hari

2. Membuat Nota Dinas + 1 Hari

3. Pendistribusian dan
Penggandaan Nota Dinas

T 15
Menit

4. Penerimaan Data-data dari
sekretaris/Bidang dilingkungan
Kominfo ProvinsiJambi

L- 3 Hari

5.
Membalas Surat dari Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi
Jambi

L_
1

Hari

A. Latar Belakang

Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) sangat penting dibuat dalam suatu SKPD, karena didalam DUK
dapat digambarkan Tingkat Kepangkatan PNS secara berjenjang dari Pangkat yang tertinggi sampai
terendah termasuk juga Eselonering. Jumlah laki-lakidan perempuan serta tingkat pendidikan.

B. Maksud dan Tuiuan
a. Standar Opeasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang

harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja
b. Terwujud nya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Kominfo Provinsi Jambi.
c. Terwujudnya persamaan persepsidalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
d. Tenuujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas

C. Ruang Lingkup
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

D. Prosedur Penyusunan
{. Surat masuk

Surat masuk dari BKD diterima staf dan diteruskan Kasubbag tentang Usulan Daftar Urutan
Kepangkatan (DUK) pada Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi.

2. Membuat nota dinas
Untuk menindaklanjuti surat dari BKD Provinsi Jambi,Kasubbag membuat Nota Dinas yang
ditujukan ke Bidang-Bidang dilingkungan Kominfo Provinsi Jambi perihal meneruskan Surat dari
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tentang Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
dilingkungan Kominfo Provinsi Jambi, Selanjutnya Nota Dinas tersebut diteliti oleh Sekretaris
untuk menghindari adanya kesalahan dan kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Kominfo
untuk ditandatangani

3. Pendistribusian Nota Dinas
Nota Dinas yang telah ditandatangani Kepala Dinas selanjutnya digandakan untuk kemudian
didistribusikan ke seluruh Bidang-Bidang dilingkup Kominfo Provinsi Jambi.

4. Penerimaan Data dari Sekretaris/Bidang dilingkungan Kominfo Provinsi Jambi
Balasan Nota Dinas dari Bidang-Bidang dilingkungan Kominfo Provinsi Jambi tentang Daftar

I
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5. Membalas $urat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

Untuk memberikan jawaban atas Permintaan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dari Badan

Kepegawaian Daerah provinsi Jambi dibuatlah surat jawahan yang ditandatangani oleh Kepala

Dinas serta dilengkapiTabel RekapitulasiJumlah PNS dilingkungan Kominfo ProvinsiJambi.

E. Persyaratan
J. Teknis Pelaksana:

a. BKD
b. Kasubbag Umum dan KePegawaian

2. Administrasi
a. Data Pegawai

b. Daftar Urut Pegawai(DUK)

F. $arana dan Prasarana Penyusunan
1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor

G. Biaya Pemrosesan
Tidak ada

H. Tempat Pemrosesan surat / nota dinas
Di ruang kepegawaian atau ditempat lainnya

l. Jadwal Pemrosesan
Sesuai dengan tingkat kebutuhan

J. Penanganan Tindak Laniut PengaduanlKeluhanllllasukan :

1. Untuk pengaduan/keluhan/masukan dari PNS terkait data yang disampaikan ditujukan kepada

Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi.

2. Kepala Dinas Komunikasi dan lnfomratika Provinsi Jambi mendelegasikan wewenang kepada

kepala bagian untuk menindaklanjuti pengaduan / keluhanl masukan tersebut

3. Kepala bagian memeritahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk menindak lanjuti

pengaduan / keluhan/ masukan tersebut

Jambi, 2017

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

IT, NURACHMAT HERLAMBANG' MMA
Pembina Tk. I

NrP. 19680904 1199503 1 001



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1,1

Tanggal Pembuatan 1 April2S17

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1 Oktober2017

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROV. JAMBI

NamaSOP Permohonan lzin Cuti

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1" Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1976 tentang lzin Cuti Pegawai Negeri Sipit.

2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama,
Menteri TenaEa Kerja dan Transmigrasi
dan Menteri Negara pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2011, Nomor
04lMENNill2A11 dan Nomor
SKB/03/M.PAN-RB/07I201 1 tentang HAR|
Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun
2012.

3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor
337/Kep.Gub/ORG/2010 tentang
Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas
Gubernur Jambi di Bidang Kepegawaian.

1" Pendidikan D3iS1
2. Memahamitata naskah dinas
3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office
4. Mem ah ami Peraturan Peru ndang-undan gan tentan g

Kepegawaian.

KETERKA'TAN PERALATAN i PERLENGKAPAN

lntemal dan Eksternal
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputerllaptop
3. Lembar Disposisi
4. Stopmap/Snellhecter Folio (map Tutang)
5- Filing Kabinet

PER{NGATAN P ENCATATAN DAN P ENDATAAN

1. Permohonan lzin Cuti disampaikan kepada
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi 2 (dua)
minggu sebelum Pelaksanaan Cuti setelah
mendapatkan persetujuan dari Kepala
Dinas Kominfo yang bersangkutan.

2. Untuk izin cuti bersalin/melahirkan
dilengkapi dengan surat keterangan dokter
atau bidan.

3 Keterlambatan Penyampaian Surat
Permohonan lzin Cuti akan oerakibat
terlam batnya proses kepen gurusa n

1. Suratdan Nota Dinas
2. Surat Keterangan lzin Cutidisampaikan kepada pNS dan

Kepala Dinas Kominfo yang bersangkutan.
3. Tembusannya disampaikan kepada sekretaris Daerah

Provinsi Jambi (Sebagai Laporan).



I ,NIT PELAKI iANANo. Uraian Kegiatan
PNS STAF Kasubag Sekretaris Kadis BKD

1 Menerima Surat
Pengaiuan lzin Cuti

2.
Pengecekan pada Buku
Agenda Cuti

3 Membuat nota Dinas
Persetujuan

4 Membuat Surat Cuti

5.
Pendistribusian I

6
Pengarsipan

Bagan Alur SOP Permohonan lzin Cuti

A. LATARBELAKANG

Cuti merupakan hak bagi setiap Pegawai. Namun walaupun cuti merupakan Hak, ada ketentuan *
ketentuan yang mengatur drdalam pengajuan Hak Cuti PNS. Diantaranya frdak dapat melebihi dari
jumlah cutiyang diberikan pemerintah. SOP inilah yang melatarbelakangitata cara pengajuan cuti.

B. Ulaksud dan Tujuan
- Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang

harus dilalui untuk menyelesaikan suatu poses kerja
- Tenrujud nya pedoman dan strandar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Kominfo ProvinsiJambi
- Tervrtujudnya persamaan persepsidalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
- Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas

C. Ruang Lingkup
$ekretariat Daerah Provinsi Jambi

D. Prosedur Penyusunan

1. Menerima Surat Pengajuan lzin Cuti
Dinas Kominfo menerima Surat Pengajuan Cuti dari PNS dilingkungan Dinas Kominfo Provinsi
Jambi yang di kelola oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Surat pengajuan Cuti tersebut
diantara lain , lzin Cuti Tahunan, lzin Cuti Alasan Penting, lzin Cuti Melahirkan dan lzin Cuti
lbaoan UmrahiHaji

2. Pengecekan pada Buku Agenda Cuti
Surat Cuti yang diajukan diteliti dan disesuaikan dengan Buku Agenda Cuti, apakah PNS yang
mengajukan Cuti, sudah pernah mengambil izin cuti atau berapa jumlah hari kerja yang diajukan,
apakah sesuai atau tidak serta kelengkapan data lainnya. Setelah melalui Pengecekan tersebut
barulah Pengajuan Cuti bisa diproses.

t hari

30 Menit

1 Hari

3 Hari

1 Hari

-t_____J

-l__J

-[

/\



I

3. lUlembuat Nota Dinas Persetuiuan
Kasubbag Umum membuat Nota Dinas Persetujuan lzin Cutiyang ditujukan kepada Kepala Dinas
dan menunggu Disposisidari Kepala Dinas untuk proses Cuti selanjutnya.

4. Pendistribusian
Surat lzin Cuti yang telah ditandatangani kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan
dengan tembusan instansi yang bersangkutan.

5. Pengarcipan
Pengarsipan dilakukan pada proses akhir guna sebagai bahan bukti untuk proses lzin Cuti
selanjutnya.

E. Persyaratan
1. Teknis Pelaksana:

a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
b. Pelaksana

2. Administrasi
a. BukuAgendaCuti
b. Surat Edaran BKD tentang Cuti bersama

F.Sarana dan Prasarana
1. Komputer
2. Printer
3. AIat Tulis Kantor

G. Biaya Pemrosesan
Tidak ada

H. Tempat Pemrosesan surat / nota dinas
Di ruang kepegawaian atau ditempat lainnya

l. Jadwal Pemrosesan
Sesuai dengan tingkat kebutuhan

J. Penanganan Tindak Laniut PengaduanlKeluhanlftllasukan :
1. Untuk pengaduanlkeluhanlmasukan dari PNS terkait data yang disarnpaikan ditujukan kepada

Kepala Dinas Kominfo.
2. Kepala Dinas Kominfo mendelegasikan wewenang kepada kepala bagian untuk menindak lanjuti

pengaduan./ keluhan/ masukan tersebut.
3. Kepala bagian memerintahkan kasubbag umum dan kepegawaian untuk menindak lanjuti

pengadun / keluhan/ masukan tersebut.

Jambi, 2417

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

\-d
IT. NURACHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk l.
NrP. 19680904 199503 1 001



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PROVINSI JAMB!

Nomor S O P DISKOMINFO 1.,I

Tanggal Pembuatan 1 April2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1Oktober2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROV. JAMBI

NamaSOP Permohonan Permintaan Proses
lzin Perceraian.

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 lzin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor
299/Kep.Gub/BKD/2009 Pendelegasian
wewenang mengenai Pemberian/
Penolakan lzin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

1. Pendidikan D3iS1
2. Memahamitata naskah dinas
3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang

Kepegawalan.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternaldan Eksternal
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer / Laptop
3. Lembar Disposisi
4. Stopmap/Snellhecter Folio ( Map Tulang )
5. Filing Cabinet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Surat lzln Cuti Perceraian Sebagai
Pengantar Untuk Proses di Pengadilan
Agama Selanjutnya.

1. Dinas Komifo Provinsi Jambi
2. Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiJambidalam hal

Koordinasi Tupoksi Dinas Kominfo Provinsi Jambi.



I

Bagan alur SOP Permohonan lzin Penceraian

A. Latar Belakang

Setiap PNS yang ingin mengajukan cerai harus melalui Proses Pengajuan lzin Perceraian sebagai
Surat Pengantar untuk Pengadilan Agama Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang

harus dilalui untuk menyelesaikan suatu poses kerja.
2. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi
3. Terwujudnya persamaan persepsidalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas

C. Ruang Lingkup
Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi

D. ProsedurPelaksanaaan
L Menerima Surat Pengajuan lzin Perceraian

Dinas Komunikasidan Informatika ProvinsiJambimenerima Surat Pengajuan lzin Perceraian dari
PNS dilingkungan Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi untuk di Proses oleh
Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

2. Membuat Nota Dinas
Kasubbag Umum dikemudian membuat Nota Dinas Persetujuan lzin Perceraian yang ditujukan
kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum" dan menunggu Disposisi dari
Sekda untuk proses selanjutnya.

3. Menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan.
Setelah adanya Disposisi Sekda Provinsi Jambi pada Nota Dinas dengan himbauan agar
diupayakan untuk dirujuk.didamaikan kembali , sebagi tindak lanjut proses, Kasubbag Umum dan
kepegawaian menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan sekaligus Pemanggilan PNS bersangkutan
untuk mengetahui pokok permasalahan.

4. Mengundang yang bersangkutan untuk pemeriksaan.

No. AKTIVITAS Pelaksanaan
Wak
tuPNS Staf Kasubbag Sekretaris fodis SekdalAsis

ten lll
PA Kab/

Kota
1 Menenma Surat

Pengajuan lzin
Perceraian

-) + t hari

2. Membuat Nota Dinas 1

Hari

3 Menyiapkan Berita
Acara Pemeriksaan

1

Hari

4. Mengundang yang
bersangkutan untuk
Pemeriksaan.

5
Hari

5 Membuat Surat
Pengantar lzin
Perceraian

1

Hari

6. Pengarsipan

v
30
menit



5. Membuat Surat Pengantar lzin Penreraian
Jika hasil dari Berita Acara Pemeriksaan tetap bersikeras dan tidak ditemukan cara untuk
didamaikan, maka untuk proses selanjutnya Kasubbag Umum Membuat $urat lzin Perceraian
yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah sebagai pengantar untuk proses Perceraian Pada
Pengadilan Agama Kabupaten/Kota.

,6. Pengarcipan
Pengarsipan dilakukan oleh Pelaksana sebagai dokumen jika suatu saat diperlukan lagi.

E. Persyaratan
1. Teknis Pelaksana:

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
c. Kasubbag Umum dan Kepegavyaian

2. Administrasi
Berita Acara Pemeriksaan

F. Sarana dan Prasarana
1. Komputer
2. Printer
3. AlatTulis Kantor

G. Biaya Pemrosean

Tidak ada
H. Tempat Pemro$esan surat / nota dinas

Di ruang kepegawaian atau ditempat lainnya
l. Jadwal Pemrosesan

Sesuai dengan tingkat kebutuhan
J. Penanganan Tindak Lanjut PengaduanlKeluhanlMasukan :

1. Untuk pengaduan/keluhanlmasukan dari PNS terkait data yang disampaikan ditujukan kepada
kepala Dinas.

2. Kepala Dinas mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris untuk menindaklanjuti pengaduan /
keluhan/ masukan tersebut.

3. Sekretaris memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk menindaklanjuti pengaduan I
keluhan/ masukan tersebut"

Jambi, 2017

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

IT. NURACHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk. I

NrP. 19680904 199503 1 001



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1.1

Tanggal Pernbuatan 1 April2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1 Oktober 2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROV.
JAMBI

NamaSOP Rekapitulasi Absensi dan
Pelaporan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

2. Pergub Nomor. 29 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi
Jambi pada Pasal 121.

3. DPA Tahun berjalan
4. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan

Kedisiplinan PNS

1. Pendidikan D3/S1 (MinimatSLTA)
2. MenguasaiKomputer
3. MemahamiTabel- tabel Evaluasi
4. Memahami PP No. 53 Tahun 2010.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternaldan Eksternal
1. AIat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Tabel Rekapitulasi
4. Kalkulator

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Monitoring Pelaksanaan Rekapitulasi
kehadiran PNS harus dilaksanakan perbulan
sehingga bisa diketahui peningkatan atau
penurunan kedisiplinan PNS.

- Rekapitulasi Kehadiran PNS perbulan
- PelaporanRekapitutasiAbsensi



No. Kegiatan Waktu
Staf Kasubbag Sekretaris Kepala

Dinas
BKD

1 Kepegawaian Absensi

15 Menit

2
Pemeriksaan Absensi 10 Menit

3. Rekapitulasi Absensi 10 Menit

4. Pelaporan L- 30 menit

Bagian Alur Rekapitulsi Absensi PNS

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk menegakkan Kedisiplinan PNS adalah melalui Evaluasi Tingkat
Kehadiran PNS. Evaluasi lni bisa berupa merekapitulasi Prosentase Kehadiran PNS dilingkungan
Setda ProvinsiJambiyang kemudian secara berkala kepada BKD.

B. Maksud dan Tujuan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang

harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja
2. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi
3. Terwujudnya persamaan persepsidalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petaksanaan tugas
5. Agar PNS bisa lebih meningkatkan Kedisiplinannya.
6. Sebagal bahan evaluasi bagi Kepala Dinas untuk menentukan sanksiadministrasiatas pelanggaran

Disiplin
7. Terciptanya Kedisiplinan dalam Dinas Komunikasidan lnformatika ProvinsiJambi

C. Ruang Lingkup
PNS dilingkup Dinas Komunikasidan lnformatika ProvinsiJambidan BKD

D. Prosedur Pelaksanaan Rekapitulasi Absensi dan Pelaporan
1. Kepegawaian Absensi

Staf Dinas Komuniksi dan lnformatika Provinsi Jambi mengirimkan Laporan Absensi setiap
harinya baik Absen datang maupun pulang.

2. Pemeriksaan Absensi
Pemeriksaan Absensi dilakukan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, apakah Absensi sudah
benar baik Absen pagi maupun siang pada Dinas Komunikasidan lnformatika Provinsi Jambi.

3. Rekapitulasi Absensi.
Hasil Laporan Absensidilingkup Dinas Komunikasidan lnformatika Provinsi Jambi.
kemudian direkapitulasi untuk kemudian dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jambisecara berkala.

4. Pelaporan
Selain Laporan Hasil Rekapitulasi tersebut ke BKD , Laporan Rekapitulasi Absensijuga dilaporkan
ke Sekretaris dan Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan lnformatika ProvinsiJambi.

E. Persyaratan
1. Teknis Pelaksana

a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
b. MenguasaiKomputer

2. Administrasi:



F. Saranadan Prasarana

1. Mesin Absensi

2. KomPuter

3. Koneksilnternet
4. Alat Tulis Kantor

G. Biaya Pemrosesan

DPA Tahun berjalan

H. Tempat Pemrosesan rekapitulasi Absensi

Diruang keria atau temPat lainnYa

l. Jadwal Pernrosesan

Sesuai dengan tingkat kebutuhan

J. Penanganan Tindalt Laniut PengaduanlKeluhantltrasukan :

l.Untukpengaduan/keluhanlmasukandariPNsterkaitdatayangdisampaikanditujukankepada

, [T#il"$i], **no"regasikan wewenang kepada sekretaris kemudian dilaniutkan ke subbag

Umum dan Kepegawaian untuk *"ninO"f [niuti pengaduan / keluhan/ masukan tersebut'

3. sekretaris memerintahkan kasubbag umurn oan xepegawaian untuk menindaklanjuti pengaduan I

keluhan/ masukan tersebut'

Jambi, 2017

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

[,or{

lr. NURAGHMAT HERLAMBAN9' MMA

Pembina Tk. I

NrP. 19680904 199503 1 001

!



DINAS KOMUNIKASI DAN NFORMATIKA
PROVINSIJAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO.l.l

Tanggal Pembuatan 1 April2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1Oktober2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROV. JAMBI

NamaSOP Proses Usul Kenaikan Pangkat

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

PP No. 12 tahun 2002 tentang Kenaikan
Pangkat PNS

1. Pendidikan D3/S1 (MinimalSLTA)
2. MemahamiTata Naskah Dinas
3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office
4. Memahami aturan perundang-undangan tentang

Kepegawaian.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternaldan Eksternal
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Lembar Disposisi
4" Stopmap
5. Snellhecter Folio (Map Tulang)

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Keterlambatan penyampaian
pemberitahuan/edaran akan
terlambatnya proses kepengurusan.

surat
berakibat

1. Surat edaran
2. Surat Pengantar
3. Nota Dinas

L



Bagan Alur Proses Usul Kenaikan Pangkat PNS dilingkup Kominfo ProvinsiJambi

No KEGIATAN UNIT PELAKSANA Waktu

Staf Kasub
bag

Sekretaris Kasubbag Kadis Arsip Dinas

1 Penyusunan dan
Pengonsepan, Pengetikan 2-3Jam

2. Koreksi, Koordinasi, Paraf L- 3-4Jam

3. Koreksi, Koordinasi, Paraf L- 3-4Jam

4. Pencatatan Dalam Buku
Agenda L 1 -2 Jam_-l

5. Koreksi Penandatanganan
Nota Dinas, Paraf Surat L- 4-5Jam

6. Pencatatan Dalam Buku
Agenda

1 Jam

7 Koreksi dan
Penandatanganan

2*3Hari

8. Meneruskan Surat _l 1- 3 Jam

A. Latar Belakang
Untuk kenaikan Pangkat PNS dalam lingkup Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi

perlu dibuat Surat Usulan Kenaikan pangkat PNS, yang akan diteruskan ke Badan Kepegawaian
Daerah yang untuk seterusnya diproses ke Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan Pangkat
merupakan hak dari Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam lingkup Setda Provinsi Jambi untuk
menapak ke jenjang yang lebih tinggi.

B. Maksud dan Tujuan
1. SOP sebagai tahapan yang di lakukan dan yang harus di lalui untuk menyelesaikan suatu proses

kerja,
2. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan

terpenuhinya hak Pegawai Negri Sipil untuk naik pangkat dan karir dalam lingkup Setda Provinsi
Jambi.

3. Tenrvujudnya persamaan presepsidalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan;
4. terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan.

C. Ruang Lingkup
'1. Penyusunan
2. Koreksi dan Koordinasi
3. Pemeriksaan dan Paraf
4. Persetujuan dan Tanda tangan
5. Pencatatan dalam buku Agenda
6. Pengiriman surat

D. Prosedur Penyusunan
1. Penyusunan Bahan - bahan serta pengonsepan Surat Usulan Kenaikan Pangkat untuk PNS

dalam lingkup Dinas Kominfo Provinsi Jambi oleh Kepala Sub Bagian.
a. Mengetik Nota Dinas/Surat oleh staff



2. Mengoreksi/meneliti , koordinasi dan paraf oleh Kepala Sub Bagian.
a. Mengoreksi/meneliti Nota Dinasisurat dan kelengkapan bahan
b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota Dinas/Surat
c. Memberi cap stempeltelitioleh staff
d. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Kepala Bagian melalui Staff.

3. Mengoreksi/meneliti , koordinasi dan paraf oleh Kepala Bagian.
a. Mengoreksiimeneliti Nota Dinas/surat dan kelengkapan bahan
b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota Dinas/Surat
c. Membubuhkan paraf koordinasi; dan
d. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

4. Pencatatan dalam buku agenda oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas
a. Mencatat dalam buku agenda oleh staf Sub Bagian Tata Usaha.
b. Memeriksa konsep Nota DinaslSurat dari sisi tata naskah.
c. Bila sesuaidengan tata naskah meneruskan kepada Kepala Dinas
d. Nota Dinas/Surat dari Kepala Dinas, Nota Dinas diberi Nomor, Tanggal untuk dinaikan ke

Asisten Sekda melaluiArsip Dinas Umum.
e. Turun surat diserahkan kepada Kepala Dinas untuk disposisi , ke Kabid untuk didisposisi, ke

Kasubbag untuk didisposisi dan diserahkan ke Staf untuk diteruskan.
5. Koreksi, penandatanganan dan paraf oleh Kepala Dinas Kominfo

a. Memeriksa kelengkapan bahan dan konsep surat
b. Bila sudah lengkap, menandatangani Nota Dinas, membubuhkan paraf dan meneruskan surat,

Nota Dinas kepada Kepala Dinas melalui Staf Sub Bagian tata Usaha.
6. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Sub Bagian terkait

melalui
a. Pencatatan dalam buku agenda oleh arsip Dinas
b. Mencatat dalam buku agenda oleh staf Arsip Dinas
c. Memeriksa konsep Nota Dinas/Surat dari sisi tata naskah
d. Bila sesuai dengan tata naskah meneruskan kepada Kepala Dinas
e, Turun Nota Dinas/Surat dari Kadis, surat diserahkan kepada Sekretaris Dinas Komunikasi dan

lnformatika untuk didisposisi, ke Kasubbag untuk didisposisi dan diserahkan ke Staf untuk
diteruskan melalui Staf Kasubag Umum

7. Koreksidan penandatanganan oleh Kepala Dinas
a. Memeriksa kelengkapan bahan dan surat serta memperhatikan nota dinas yang telah

ditandatangani Kepala Dinas Komunikasidan lnformatika oleh staf
b. Bila lengkap, kemudian membubuhkan tandatangan pada surat serta menurunkannya kepada

Sekretaris Dinas Komunikasi dan lnformatika melalui Staf
8. Pengarsipan dan pengiriman Surat ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah oleh Staff

Jambi, 2417

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

IT. NURACHMAT HERLAMBANG
Pembina Tk. I

NtP. 19680904 199503 1 001



DINAS INFORiTASI
PROVINSI JAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO.l.2
Tanggal Pembuatan 1 April2017

TanggalRevisi

Tanggal PenEesahan 1 Oktober 2017

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAI*
INFORMATIKA PROV. JAMBI

NamaSOP Proses Mutasi pindah pegawai

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

PP No. I tahun 2003 entang
Pengangkatan, pemindahan, dan
Pemberhentian PNS.

1, Pendidikan D3/S1 (MinimalSLTA)
2. MemahamlTata Naskah Dinas
3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office
4. Memahamiaturan perundang - undangan tentang

Kepegawaian,

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternal dan Eksternal
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Lembar Disposisi
4. Stopmap
5. Snellhecter Folio (Map Tulang)

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN



No. KEGIATAN UNIT PELAKSANA Sekda
Staf Kasub

bag
Sekret
ans

Kasubbag
Kadis

Atrip
0inas

ASISTEN III Waktu

1 Penyusunan dan
Pengonsepan,
Penoetikan h 2-3Jam

2.

Koreksi,
Koordinasi, Paraf L T 3-4Jam

I

3. Koreksi,
Koordinasi, Paraf

I

-{
3-4Jam

4. Pencatatan Dalam
Buku Agenda L- 1-2Jam

5. Koreksi
Penandatanganan
Nota Dinas, Paraf
Surat

L 4-5Jam

6.

Meneliti dan
memahami
maksud tujuan
dan membalas
Nota Dinas

2*3Jam

7 Pencatatan dalam
buku agenda

1 Hari

8. Koreksi dan
penandatangani
paraf

/ \

l

3*4Hari

L Koreksi, paraf
disposisi,
penandatanganan
SK.

3-4
Hari

14. Pendistribusian 1*2
Jam

Bagan Alur Proses Mutasi Pindah PNS dilingkup Diskominfo Provinsi Jambi

A. Latar Belakang

Pindah atau Mutasi pegawai diberikan kepada PNS bertujuan agar PNS bersangkutan dapat bekerja
iebih baik lagi. Biasanya pindah atau mutasi pegawai disebabkan karena alasan penyesuaian dengan
disiplin ilmu yang dimiliki, ingin menambah wawasan, ingin peningkatan karir dan lain sebagainya.

B. Maksud dan Tujuan
1. SOP sebagai tahapan yang dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses

kerja.
2. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan

terpenuhinya hak Pegawai Negeri Sipil untuk naik pangkat dan karir dalam lingkup Setda Provinsi
Jambi.

3. Terwujudnya persamaan presepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan;
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas.

C. Ruang Lingkup
1. Penyusunan
2. Koreksi dan Koordinasi



D. ProsedurPenyusunan
1. Penyusunan Bahan - bahan serta pengonsepan Nota Dinas dan Surat Usulan Kenaikan Pangkat

untuk PNS dalam lingkup setda ProvinsiJambioleh Kepala Sub Bagian.
a. Mengetik Nota Dinas/Surat oleh staff
b. Member cap stempel teliti oleh staff

, c. Member nomor , tanggal surat, stempel Sekda oleh staff.
d. Dan mendistribusikan surat oleh staf.

2. Mengoreksi/meneliti , koordinasi dan paraf oleh Kepala Sub Bagian.
a. Mengoreksi/meneliti Nota Dinas/surat dan Surat Tugas Penempatan serta kelengkapan bahan
b. Membubuhkan paraf koordinasi; dan
c. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Kepala Bagian melaluiStaff.

3. Mengoreksi/meneliti , koordinasi, dan paraf oleh Kepala Bagian.
a. Mengoreksilmeneliti Nota Dinas/surat dan kelengkapan bahan
b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota DinaslSurat dan surat penempatan
c. Membubuhkan paraf koordinasi; dan
d. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

4. Pencatatan dalam buku agenda oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
a. Mencatat dalam buku agenda oleh staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Memeriksa konsep Nota Dinas/Surat dari sisi tata naskah.
c. Bila sesuaidengan tata naskah meneruskan kepada Kepala Dinas
d. Turun Nota Dinas/Surat dari Kepala Dinas, Nota Dinas diberi Nomor, Tanggal untuk dinaikan ke

Asisten Sekda melaluiArsip Dinas Umum.
e" Turun surat diserahkan kepada Kepala Dinas untuk disposisi , ke Kabag untuk didisposisi, ke

Kasubbag untuk didisposisidan diserahkan ke Staf untuk diteruskan.

5. Koreksi, penandatanganan dan paraf oleh Kepala Dinas Kominfo
a. Memeriksa kelengkapan bahan dan konsep surat
b. Bila sudah lengkap, menandatangani Nota Dinas, membubuhkan paraf dan meneruskan surat,

Nota Dinas tentang kesediaan Menerima/melepas Pegawai Kepada Kepala Dinas Kominfo
terkait dan surat untuk Gubernur Jambi Cq. Kepala BKD, Surat Tugas Penempatan serta Nota
Dinas kepada Asisten Sekda , Sekretaris Daerah melalui Staf Sub Bagian Tata Usaha.

c. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Sub Bagian terkait melalui
Sekretaris Dinas Kominfo"

6. Meneliti dan memahami maksud tujuan Nota Dinas, menjawab/membalas Nota Dinas oleh Kepada
Dinas Kominfo.
a. Menelitidan memahamimaksud tujuan nota dinas
b. Mengonsep Nota Dinas oleh Kepala Sub Bagian
c. Mengetik Nota Dinas Oleh Staf
d. Mengoreksidan menandatangani Nota Dinas oleh Kepala Dinas
e. Mengirim Nota Dinas melaluiSub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo

7. Pencatatan dalam buku agenda oleh arsip Dinas Umum
a. Mencatat dalam buku agenda oleh staf Arsip Dinas Umum.
b Memeriksa konsep Nota Dinas/Surat dari sisi tata naskah
c. Bila sesuai dengan tata naskah meneruskan kepada Asisten Sekda
d. Turun Nota Dinas/Surat dari Asisten Sekda, surat diserahkan kepada Kepala Dinas Komunikasi

dan lnformatika untuk didisposisi, ke Kabag untuk didisposisi, ke Kasubbag untuk didisposisi
dan diserahkan ke Staf untuk diteruskan melalui staf subbag Umum dan Kepegawaian Dinas

8. Koreksidan penandatanganan oleh Asisten Sekda
a. Memeriksa kelengkapan bahan dan surat serta memperhatikan nota dinas yang telah

ditandatangani Kepala Dinas kominfo oleh staf



9. Pemeriksaan, ?arafl disposisi Nota Dinas dan Penandatangan Surat Tugas Penempatan oleh
Sekretaris Daerah
a. Memeriksa kelengkapan bahan, Nota Dinas dan surat-surat Tugastugas Penempatan
b. Bila lengkap, diparaf dan Surat untuk Gubernur Jambi Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

diteruskan ke Asisten Sekda melalui staf untuk ditandatangani.
, c. Menandatangani Surat Tugas Penempatan setelah dikoreksi
d. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan

lnformatika terkait melalui Arsip Dinas Komunikasi dan lnformatika

l0.Pendistribusian Surat Tugas Penempatan untuk pindah antar dinas dan pengiriman Surat untuk
Gubernur Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah oleh staf.

Jambi 2017

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

IT. NURACHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk. I

NlP. 19680904 199503 1 001



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1.1

Tanggal Pembuatan t Aprtl2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1Oktober2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMT,,NIKASI DAN
INFORMATIKA PROV. JAMB1

NamaSOP Proses Usul Pensiun Pegawai

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

PP No. 32 Tahun 1979 tentang
pemberhentian PNS, Pensiun dan atas
permintaan sendiri

1. Pendidikan D3/S1 (Minimal SLTA)
2. MemahamiTata Naskah Dinas
3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office
4. Memahami aturan perundang * undangan tentang

Kepegawaian.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternaldan Eksternal
1. AIat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Lembar Disposisi
4. Stopmap
5. Snellhecter Folio (Map Tulang)

ERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Keterlambatan penyampaian surat
pemberitahuan/edaran akan berakibat
terlambatnya proses kepengurusan.

Surat dan Nota Dinas



No KEGIATAN UNIT PELAKSANA

shf Kasubbag Sekre
tarie

Kasubbag Kardis Bidang
yang
dituiu

Arsip
Dinas

Sekda Waktu

1 Penyusunan dan
Pengonsepan ,

Penqetikan tr 1-2Jam

2_

Koreksi,
Koordinasi, Paraf

3-4Jam

3. Koreksi,
Koordinasi, Paraf L

3-4Jam

4. Pencatatan Dalam
Buku Agenda L_ 1-2Jam

5. Koreksi
Penandatanganan
Nota Dinas, Paraf
Surat

4-5Jam

6.
Pencatatan Dalam
buku Agenda L__ r 1 Hari

7 Koreksi dan
penandatanganan 2- 3 Hari

8. Memeriksa parafl
disposisi untuk
diarsipkan

2-3Hari

o Arsipkan mengirim
surat beserta
bahan

-_J 1* 3 Jam

Bagan Alur Proses Usul Pemberhentian Batas Usia Pensiunan { BUP ) dan Pensiun Janda/

Duda PNS di lingkup Setda ProvinsiJambi

A. Latar Belakang
Bagi Pegawai (PNS ) yang telah menginjak batas maksimal usia kerja kepadanya diberikan
Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun yang pengusulannya dalam lingkup setda
Provinsi Jambi diproses Oleh Dinas Komunikasi dan lnformatika ProvinsiJambiyang akan diteruskan
kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

B. llllaksud dan Tujuan
1. SOP sebagai tahapan yang di lakukan dan yang harus di lalui untuk menyelesaikan suatu proses

kerja.

2. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan
adanya pendidikan dan latihan yang akan menciptakan tenaga PNS yang professional dan
beruvawasan yang luas.

3. Tenvujudnya persamaan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan;
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas.

C. Ruang Lingkup
1. Penyusunan
2. Koreksidan Koordrnasi
3. Pemeriksaan dan Paraf
4. Persetujuan dan Tanda tangan
5. Pencatatan dalam buku Agenda
6. Pengiriman surat

D. Prosedur Penyusunan
'1 Ponrrt tct tnan Elahan 

- 
hahan carfa nanann.6^an Qr rral Darmnhnnaa Vaaaitzaa Danalza+

/

+
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2. Mengoreksi/meneliti , koordinasi dan paraf oleh Kepala Sub Bagian.

a. Mengoreksi/meneliti Nota Dinas/surat dan Surat Tugas Penempatan serta kelengkapan bahan.

b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota Dinas/surat

c" Membubuhkan paraf koordinasi; dan

d. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Kepala Bagian melalui Staff.

3. Mengoreksilmeneliti, koordinasi, dan paraf oleh Kepala Bagian.

a. Mengoreksi/meneliti Nota Dinas/surat dan kelengkapan bahan

b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota DinaslSurat dan surat penempatan

c. Membubuhkan paraf koordinasi; dan

d. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Kepala Sub Bagian Umum.

4. Pencatatan dalam buku agenda oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas

a. Mencatat dalam buku agenda oleh staf Sub Bagian Tata Usaha.

b. Memeriksa konsep Nota DinaslSurat dari sisi tata naskah.

c. Bila sesuai dengan tata naskah meneruskan kepada Kepala Dinas

d. Nota Dinaslsurat dari Kepala Dinas, Nota Dinas diberi Nomor, Tanggal untuk dinaikan ke Sekda

melalui Arsip Dinas Umum.

e. Turun surat diserahkan kepada Kepala Dinas untuk disposisi , ke Sekretaris untuk didisposisi, ke

Kasubbag untuk didisposisi dan diserahkan ke Staf untuk diteruskan.

5. Koreksi, penandatangani dan paraf oleh Kepala Dinas Kominfo

a. Memeriksa kelengkapan bahan dan konsep surat

b. Bila sudah lengkap, menandatangani Nota Dinas, membubuhkan paraf dan meneruskan surat,

Nota Dinas kepada Sekda melalui Staf Sub Bagian Umum

c. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Sub Bagian terkait

6. Pencatatan dalam buku agenda oleh arsip Dinas

a. Mencatat dalam buku agenda oleh staf Arsip Dinas

b. Memeriksa konsep Nota Dinas/Surat dari sisi tata naskah

c. Bila sesuai dengan tata naskah meneruskan kepada Sekda

d. Turun Nota Dinas/Surat dari Sekda, surat diserahkan kepada Kepala Dinas Kominfo untuk

didisposisi, ke Sekretaris untuk didisposisi, ke Kasubbag untuk didisposisi dan diserahkan ke

Staf untuk diteruskan melalui staf Tata Usaha Dinas.

7. Koreksidan penandatanganan oleh Asisten Sekda

a. Memeriksa kelengkapan bahan dan surat serta memperhatikan nota dinas yang telah

ditandatangani Kepala Dinas Komunikasidan lnformatika oleh staf.

b. Bila lengkap, kemudian membubuhkan tandatangan pada surat serta menurunkannya kepada

kepala Dinas Komunikasidan lnformatika melalui Staf Asisten Sekda.

c. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika terkait melaluiArsip Dinas Umum.

B. Koreksi dan Paraf Disposisi oleh Sekretaris Daerah

a. Memeriksa surat
b. Paraf/disposisi, mengembalikan surat kepada Kepala Dinas terkait melalui Arsip Dinas

Komunikasi dan lnformatika Umum.

L Pengarsipan dan pengiriman Surat ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah oleh Staff

Jambi, 2017

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

lw-/
IT. NURACHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk. I

NrP. 19680904 199503 1 001



Nomor S O P

Tanggal Pembuatan

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV.
JAMBI NamaSOP

DASAR HUKUM

PP No. 15 tahun 2002 tentang Kenaikan Gaji
Pokok PNS

KETERKAITAN

lnternaldan Eksternal

PERINGATAN

Keterlambatan penyampaian
pemberitahuan/edaran akan
terlambatnya proses kepengurusan.

surat
berakibat

I

DISKOMINFO 1,2

1 April2017

1Oktober2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DA
INFORMATIKA PROV. JAMBI

Proses Usul Kenaikan GajiBerkale
Pegawai

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan D3/S1 (MinimalSLTA)
2. MemahamiTata Naskah Dinas
3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office
4. Memahami aturan perundang - undangan tentang

Kepegawaian.

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Lembar Disposisi
4. Stopmap
5. Snellhecter Folio (Map Tulang)

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Surat dan Nota Dinas



No KEGIATAN UNIT PELAKSANA

Wagub
Staf Kasub

baq
Sekreta

ns
Kasub

baq
Kadis Bidang

dituiu
Arsip
Dinas

Sekda Gub Waktu

1 Penyusunan
dan
Pengonsepan
Penqetikan fr --I

1-2
Jam

2.
Koreksi,
Koordinasi,
Paraf

3 -4Jam I

il
3. Koreksi,

Koordinasi,
Paraf

L *r 3-4
Jam,

4. Pencatalan
Dalam Buku
Agenda

L- LILI
-> --

1-2
Jam

5.

Koreksi
Penandatangan
an untuk Gol. 1l

Paraf Nota
Dinas

/

l_
\

4-5
Jam

6. Pencatatan
Dalam Buku
Agenda

1 Hari

7 Koreksi
Penandatangan
an untuk Gol. lll
Paraf Nota
Dinas

2 -3Hari

8. Pemeriksaan
dan paraf

t 2-3
Hari

9. Koreksi
Penandatangan
an untuk Gol. lV
Paraf Nota
Dinas

+ 3-4
Hari

10 Pendistribusian
Surat

Bagan Alur Proses Kenaikan Gaji berkala PNS dilingkup Kominfo ProvinsiJambi

A, Latar Belakang

Untuk kenaikan gali berkala dalam lingkup Setda Provinsi Jambi perlu dibuat Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gali Berkala yang rnerupakan hak dar PegawaL Negeri Sipiikhususnya dalam lingkup Setda
Provinsi Jambi

B. liaksud dan Tuiuan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang

harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja



C. Ruang Lingkup
a. Penyusunan
b. Koreksidan Koordinasi
c. Pemeriksaan dan Paraf
d. Persetujuan dan Tanda tangan
e. Pencatatran dalam buku Agenda
f. Pendistribusian

D. Prosedur Penyusunan
1. Penyusunan Bahan * bahan serta pengonsepan surat pembiritahuan kenaikan gaji berkala untuk

PNS dalam lingkup setda Provinsi Jambioleh Kepala Sub Bagian.
a. Mengetik Nota Dinas/Surat oleh staff
b. Memberi cap stempeltelitioleh staff
c. Memberinomor, tanggalsurat, stempelSekda oleh staff.

2. Mengoreksi/meneliti , koordinasi dan paraf oleh Kepala Sub Bagian.
a. Mengoreksilmeneliti Nota Dinas/surat dan kelengkapan bahan
b. Membubuhkan paraf koordinasi, dan
c. Meneruskan Nota DinaslSurat kepada Sekretaris melalui Staff.

3. Mengoreksi/meneliti , koordinasi dan paraf oleh Sekretaris.
a. Mengoreksi/meneliti Nota Dinas/surat dan kelengkapan bahan
b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota DinaslSurat
c. Membubuhkan paraf koordinasi dan
d. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Pencatatan dalam buku agenda oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a" Mencatat dalam buku agenda oleh staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Memeriksa konsep Nota Dinas/Surat darisisitata naskah.
c. Bila sesuai dengan tata naskah meneruskan kepada Kepala Dinas.
d. Nota DinasiSurat dari Kepala Dinas, Nota Dinas diberi Nomor, Tanggal untuk dinaikan ke

Asisten Sekda melaluiArsip Dinas Kominfo
e. Turun surat diserahkan kepada Kepala Dinas untuk disposisi , ke Sekretaris untuk didisposisi,

ke Kasubbag untuk didisposisi dan diserahkan ke Staf untuk diteruskan.
5. Koreksi, penandatanganan dan paraf oleh Kepala Dinas

a. Memeriksa kelengkapan bahan dan konsep surat
b. Bila sudah lengkap, menandatangani Nota Dinas, membubuhkan paraf dan meneruskan surat,

Nota Dinas kepada Sekda melalui Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Sub Bagian terkait

melalui Sekretaris
a. Pencatatan dalam buku agenda oleh arsip Dinas Komunikasi dan lnformatika Mencatat dalam

buku agenda oleh staf Arsip Dinas
b. Memeriksa konsep Nota Dinas/Surat dari sisitata naskah
c. Bila sesuaidengan tata naskah meneruskan kepada Sekda
d. Turun Nota Dinas/Surat dari Sekda, surat diserahkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan

lnformatika untuk didisposisi, ke Sekretaris untuk didisposisi, ke Kasubbag untuk didisposisi
dan diserahkan ke Staf untuk diteruskan melaluistaf Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo.

6. Koreksi dan penandatanganan oleh Sekda
a. Memeriksa kelengkapan bahan dan surat serta memperhatikan Disposisi nota dinas yang telah

diparaf Sekretaris Daerah oleh staf
b. Bila lengkap dan telah diparaf oleh Sekretaris Daerah kemudian membubuhkan tandatangan

pada surat serta menurunkannya kepada Kepala Dinas melalui Staf Sekda.
c. Bila lengkap, d) paraf diteruskan surat kepada Sekretaris Daerah.
d. Bila belum tengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Dinas terkait melalui

Arsip Dinas.
7. Pemeriksaan Nota Dinas dan Surat oleh Sekretaris Daerah.

a. Memeriksa kelengkapan bahan, Nota Dinas dan surat
b. Bila lengkap, di paraf dan diteruskan ke Sekda, Wakil Gubernur melalui staf untuk



I

8. Koreksidan Penanda tanganan oleh WakilGubernur
a. Memeriksa kelengkapan bahan dan surat serta memperhatikan Nota Dinas yang telah di paraf

$ekretaris Daerah oleh staff.
b. Bila lengkap dan telah di paraf oleh Sekretaris Daerah, kemudian membubuhkan tandatangan

pada surat serta menurunkannya kepada Kepala Dinas melalui $tafi Wakil Gubernur ke Arsip
, Dinas.

c. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Dinas terkait melalui
Arsip Dinas

9. Pendistribusian oleh Staff

Jambi, 2017

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

)$2)
IT. NURAGHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk. I

NrP. 19680904 199503 1 001



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1.1

Tanggal Pembuatan 1 April2017

TanggalRevisi

Ianggal Pengesahan 1Oktober2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROV. JAMBI

NamaSOP
Proses Usul Pengangkatan GPNS
menjadi PNS dalam Lingkup Setda
ProvinsiJambi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

PP No. 43 tentang Pokok - pokok Kepegawaian 1. Pendidikan D3/S1 (MinimalSLTA)
2. MemahamiTata Naskah Dinas
3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office
4. Memahamiaturan perundang - undangan tentang

Kepegawaian.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternaldan Eksternal
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Lembar Disposisi
4. Stopmap
5. Snellhecter Folio (Map Tulang)

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Keterlambatan penyampaian
pemberitahuan/edaran akan
terlambatnya proses kepengurusan.

surat
berakibat

Surat dan Nota Dinas



Bagan Alur Proses Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pegawai dilingkup Kominfo

ProvinsiJambi

No. KEGIATAN Unit Pelaksana

Staf Kasubba Sekret
afla

Kasubbag
Kadis

Arsip
0inag

ASISTEN Sekda Watu

1 Penyusunan dan
Pengonsepan ,

Penqetikan

1-2Jam

2.
Koreksi,
Koordinasi, Paraf L- -l 3-4Jam

3. Koreksi,
Koordinasi, Paraf L_*

-

3-4Jam.

4. Pencatatan Dalam
Buku Agenda L f-----t_

'l -2Jam

5. Koreksi
Penandatanganan
Nota Dinas, Paraf
Surat

I 4-5Jam

b.
Pencatatan Dalam
Buku Agenda

1 Hari

7 Koreksi dan
Penandatangan

\ 2-3 Han

L Memeriksa/ Paraf
Diposisi untuk
diarsipkan

2-3Hari

9. Mengirim Surat
beserta bahan

.j

A. Latar Belakang
Bagi CPNS yang telah melewati/mengikuti Diklat Prajabatan dan telah dinyatakan lulus kepadanya
diusulkan pengangkatannya menjadi PNS, yang dalam lingkungan Setda ProvinsiJambidiproses oleh
Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi.

B. Maksud dan Tujuan
1" Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang

harus dilalui untuk menyeelesaikan suatu proses kerja
2. Terwujud nya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas

Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi
3. Terwujudnya persamaan persepsidalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas

C. Ruang Lingkup
1. Penyusunan
2. Koreksidan Koordinasi
3. Pemeriksaan dan Paraf
4. Persetujuan dan Tanda tangan
5 Pannatetrn dalarn hrrkrr Aaanr{a

g

I

V



D. Prosedur Penyusunan
1. Penyusunan Bahan - bahan serta pengonsepan surat Usulan Pengangkatan CPNS menjadi PNS

oleh Kepala Sub Bagian.
a. Mengetik Nota DinasiSurat oleh staff
b. Membericap stempelteliti oleh staff
c, Memberi nomor, tanggal surat, stempeloleh staff.

2. Mengoreksi/meneliti , koordinasi dan paraf oleh Kepala Sub Bagian.
a. Mengoreksi/meneliti Nota Dinas/surat dan kelengkapan bahan
b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota DinaslSurat
c. Membubuhkan paraf koordinasi, dan
d. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Sekretaris melalui Staff.

3. Mengoreksi/meneliti , koordinasi dan paraf oleh Sekretaris
a. Mengoreksi/meneliti Nota Dinaslsurat dan kelengkapan bahan
b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota DinaslSurat
c. Membubuhkan paraf koordinasi dan
d. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

4. Pencatatan dalam buku agenda oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
a, Mencatat dalam buku agenda oleh staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
b" Memeriksa konsep Nota Dlnas/Surat dari sisi tata naskah.
c. Bila sesuai dengan tata naskah meneruskan kepada Kepala Dinas Komunikasidan lnformatika

Provinsi Jambi Nota DinaslSurat dari Kepala Dinas, Nota Dinas diberi Nomor, Tanggal untuk
dinaikan ke Asisten Sekda melaluiArsip Diskominfo.

d. Turun surat diserahkan kepada Kepala Dinas untuk disposisi , ke Sekretaris untuk didisposisi,
ke Kasubbag untuk didisposisi dan diserahkan ke Staf untuk diteruskan.

5. Koreksi, penandatangani dan paraf oleh Kepala Dinas
a, Memeriksa kelengkapan bahan dan konsep surat
b. Bila sudah lengkap, menandatangani Surat membubuhkan paraf dan meneruskan surat,

melalui Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Sub Bagian terkait

melalui Sekretaris.
6. Pencatatan dalam buku agenda

a. Mencatat dalam buku agenda oleh staf
b, Memeriksa konsep Nota Dinas/Surat dari sisi tata naskah
c. Bila sesuai dengan tata naskah meneruskan kepada Kepala Dinas
d. Turun Nota Dinas/Surat dari Kepala Dinas, surat diserahkan kepada Kepala Dinas untuk

didisposisi, ke Sekretaris untuk didisposisi, ke
e. Kasubbag untuk didisposisi dan diserahkan ke Staf untuk diteruskan metalui staf Tata Usaha

Dinas
7. Koreksi dan penandatanganan oleh Kepala Dinas

a. Memeriksa kelengkapan bahan dan surat serta memperhatikan Nota dinas yang telah
Ditandatangani Kepala Dinas

b. Bila lengkap, kemudian membubuhkan tandatangan pada surat serta menurunkannya
kepada Sekretaris melalui Staf

c. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Dinas terkait melalui
staf.

8. Mengarsipkan Surat beserta bahan dan Pengiriman Surat Ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah
oleh Staff

Jambi, 2016

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

tW
IT. NURAGHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk. I
llln aaaoa^ia 4naEna 4 nna
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSIJAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1.1

Tanggal Pembuatan 1Aprtl2A17

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1Oktober2017

Disahkan OIeh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROV JAMBI

NamaSOP

Proses Usul Penerbitan Kartu
Pegawai (KARPEG),Kartu
ListriUKartu Suami
(KARISiKARSU) PNS dalam
Lingkup Kominfo Provinsi Jambi

DASAR HUKUM KUALiF1KAS1 PELAKSANA

Pergub Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Setda dan Sekretariat
Daerah Provinsi Jambi Pasal 120 Sub Bagian
Mutasi

1. Pendidikan D3/S1 (MinimalSLTA)
2. MemahamiTata Naskah Dinas
3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office
4. Memahamiaturan perundang - undangan tentang

Kepegawaian.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternaldan Eksternal
1. Alat Tulis Kantor
2- Komputer dan Printer
3. Lembar Disposisi
4. Stopmap
5. Snellhecter Folio (Map Tulang)

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Keterlambatan penyampaian
pemberitahuan/edaran akan
terlambatnya proses kepengurusan.

surat
berakibat

Surat dan Nota Dinas



No. KEGIATAN

Staf Kasubbag Sekret
a$8

Kasubbag Kadis Arsip
0inar

ASISTEN Sekda Watu

1 Penyusunan
dan
Pengonsepan
Pengetikan

2-3Jam

2.
Koreksi,
Koordinasi
Paraf

L- -t
3-4Jam

3. Koreksi,
Koordinasi,
Paraf

L* __l 3-4Jam

4. Pencatatan
Dalam Buku
Aqenda

t_ 7-2Jam-l
5. Koreksi

Penandatangan
an Nota Dinas,
Paraf Surat

L- 4-5Jam

6.
Pencatatan
dalam buku
agenda

+

--l
2*3Jam

7 Koreksi dan
Paraf
meneruskan
surat

l_
1 Hari

8. Koreksi dan
menandatanga
ni surat

3-4Hari

9. Meneruskan
Surat ke BKN
Reg. Vll

Bagan Alur Proses Usul penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu lsteri (KARIS), Kartu

Suami {KARSU) PNS dilingkup Kominfo ProvinsiJambi

A- L"atar Betakang
Kartu Pegawai merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki seorang PNS, Sementara Kartu lstri
(KARlSy Kartu Suami(KARSU) merupakan kartu pengenal bagi pasangan PNS yang telah
berkeluarga, yang berguna sebagai penerima hak pensiun bagi PNS yang telah meninggal. Oleh
karena itu perlu diusulkan penerbitannya ke Badan Kepegawaian Negara. Khususnya diusulkan
penerbitannya oleh Dinas Komunikasi lnformatika Provinsi Jambi.

B. Maksud dan Tujuan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang

harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja
2. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi
3. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas

l



!

C. Ruang Lingkup
1. Penyusunan
2. Koreksidan Koordinasi
3. Pemeriksaan dan Paraf
4. Persetujuan dan Tanda tangan
5. Pencatatan dalam buku Agenda
6. Pengiriman Surat

D. Prosedur Penyusunan
1. Penyusunan Bahan - bahan serta pengonsepan surat Usulan Pengangkatan CPNS menjadi PNS

oleh Kepala Sub Bagian.
a. Mengetik Nota Dinas/Surat oleh staff
b. Memberi cap stempel teliti oleh staff
c. Memberi nomor, tanggal surat, stempel Dinas oleh staff.

2. Mengoreksi/meneliti , koordinasi dan paraf oleh Kepala Sub Bagian
a. Mengoreksi/meneliti Nota Dinas/surat dan kelengkapan bahan
b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota Dinas/Surat
c. Membubuhkan paraf koordinasi, dan
d. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Sekretaris melalui Staff.

3. Mengoreksilmeneliti , koordinasi dan paraf oleh sekretaris.
a. Mengoreksi/meneliti Nota Dinas/surat dan kelengkapan bahan
b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota Dinas/Surat
c. Membubuhkan paraf koordinasi dan
d. Meneruskan Nota DinaslSurat kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian

4" Pencatatan dalam buku agenda oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian
a. Mencatat dalam buku agenda oleh staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Memeriksa konsep Nota DinaVSurat darisisitata naskah.
c. Bila sesuai dengan tata naskah meneruskan kepada Kepala Dinas.
d. Nota Dinas/Surat dari Kepala Dinas, Nota Dinas diberi Nomor, Tanggal untuk dinaikan ke

Asisten Sekda melaluiArsip Dinas Umum.
e. Turun surat diserahkan kepada Kepala Dinas untuk disposisi , ke Sekretaris untuk didisposisi,

ke Kasubbag untuk didisposisi dan diserahkan ke Staf untuk diteruskan.

5. Koreksi, menandatangani dan paraf oleh Kepala Dinas
a. Memeriksa kelengkapan bahan dan konsep surat
b. Bila sudah lengkap, menandatangani Nota Dinas, membubuhkan paraf dan meneruskan surat,

Nota Dinas kepada Asisten Sekda melalui Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawian"
c. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Sub Bagian terkait

melalui Sekretaris.

6. Pencatatan dalam buku agenda oleh arsip Dinas
a. Mencatat dalam buku agenda oleh staf Arsip Dinas
b. Memeriksa konsep Nota Dinas/Surat dari sisi tata naskah
c. Bila sesuaidengan tata naskah meneruskan kepada Asisten Sekda
d. Turun Nota Dinas/Surat dari Asisten Sekda, surat diserahkan kepada Kepala Dinas untuk

didisposisi, ke Sekretaris untuk didisposisi, ke Kasubbag untuk didisposisi dan diserahkan ke
Staf untuk diteruskan melaluistaf Umum dan Kepegawian Dinas,

7. Koreksi dan penandatanganan oleh Asisten Sekda
a. Memeriksa kelengkapan bahan dan surat serta memperhatikan Nota dinas yang telah

Ditandatangani Kepala oleh staf lengkap, kemudian membubuhkan tanda tangan pada surat
serta menurunkannya kepada kepala Dinas melalui Staf Asisten Sekda.

b. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Dinas terkait melalui



8. Koreksidan Paraf Disposisioleh Sekretaris Daerah
a. Memeriksa/mengoreksi kelengkapan suraUNota Dinas oleh Staff $ekda
b. Penandatanganan Surat, mengembalikan surat kepada Kepala Dinas terkait melalui Arsip

Dinas

, c. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Dinas terkait melalui
Arsip Dinas

9. Mengarsipkan Surat beserta bahan dan Pengiriman Surat Ke Badan Kepegawaian Negara
Regional Vll oleh Staff.

Jambi, 2A17

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

IT. NURACHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk l.

NlP. 19680904 199603 1 001



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

Nomor S O P Diskominfo 1.1

Tanggal Pernbuatian

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1Oktohr2017

Disahkan Oleh
DINAS KOMUNIKASIDAN
INFORMATIKA PROV. JAMBI

NamaSOP
Proses lzin Belajar/Tugas Belajar
dalam Lingkup Kominfo Provinsi
Jambi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Pergub Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Setda dan
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Pasal 120
Sub Bagian Mutasi"

1. Pendidikan D3/S1 (MinimalSLTA)
2. MemahamiTata Naskah Dinas
3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office
4. Memahamiaturan perundang - undangan tentang

Kepegawaian.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternal dan Eksternal
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Lembar Disposisi
4. Stopmap
5. Snellhecter Folio (Map Tulang)

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Keterlambatan penyampaian surat
pemberitahuan/ edaran akan berakibat
terlambatnya proses kepengurusan.

Surat dan Nota Dinas

1 April2017



No. KEGIATAN
UNIT PELAKSANA

Staf Kasub
baq

sekretaris Kasub
bag

Kardis Arsip
Dinas

ASrS

TEN
Setda Waktu

1 Penyusunan dan
Pengonsepan ,

Pengetikan

1-2Jam

2.
Koreksi,
Koordinasi, Paraf L- *l 3-4Jam

3. Koreksi,
Koordinasi, Paraf

3-4Jam

4. Pencatatan Dalam
Buku Agenda

1 -2Jam_-l
5. Koreksi

Penandatanganan
Nota Dinas, Paraf
Surat

t I

__l
4-5Jam

6
Pencatatan Dalam
Buku Agenda

1 Hari

7 Koreksi dan
Penandatangan

2- 3 Hari

8. Koreksi dan
Disposisi dan
meneruskan ke
Karo

/ \

i_

2-3Hari

9. Pengiriman Surat *J L- 1-2Han

Bagan Alur Proses Permohonan izin/Tugas Belajar PNS di lingkup Kominfo Prov. Jambi

a. Latar Belakang
Untuk memperluas wawasan dan ilmu serta karir di berikan kesempatan PNS untuk melanjutkan
Pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi dengan memberikan kepada PNS yang bersangkutan ljin
Itugas belajar. Khususnya dalam lingkup Setda Provinsi Jambi, Diskominfo sebagai leading sector
mengurus proses usul ijin/tugas belajar pegawai dalam lingkup Setda Provinsi Jambi yang selanjutnya
untuk diteruskan kepada Gubernur Jambi Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

b. Maksud dan Tuiuan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk

menyelesaikan suatu proses kerja
2. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan adanya

pendidikan dan latihan yang akan menciptakan tenaga PNS yang profesional dan berwawasan yang
luas

3. Terwujudnya persamaan persepsidalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas.

c. Ruang Lingkup
1. Penyusunan
2. Koreksi dan Koordinasi
3. Pemeriksaan dan Paraf
4. Persetujuan dan Tanda tangan
5 Pencatatan dalam buku Agenda

tl
L_____)t



d. Prosedur Penyusunan
1. Penyusunan Bahan * bahan serta pengonsepan Nota Dinas dan Surat Permohonan ljin/Tugas Belajar

oleh Kepala Sub Bagian.
a" Mengetik Nota Dinas/Surat oleh staff
b. Memberi cap stempel teliti oleh staff
c. Memberi nomor, tanggal surat, stempelSekda oleh staff.

2. Mengoreksilmeneliti , koordinasi dan paraf oleh Kepala Sub Bagian.
a. Mengoreksi/meneliti Nota Dinas/surat dan kelengkapan bahan
b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota Dinas/Surat
c. Membubuhkan paraf koordinasi, dan
d. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Kepala Bagian melalui Staff.

3. Mengoreksi/meneliti , koordinasi dan paraf oleh Kepala Bagian.
a" Mengoreksilmeneliti Nota Dinaslsurat dan kelengkapan bahan
b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota Dinas/Surat
c. Membubuhkan paraf koordinasi dan
d. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian

4. Pencatatan dalam buku agenda oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian Dinas
a. Mencatat dalam buku agenda oleh staf Sub Bagian Umum dan Kepegawian"
b. Memeriksa konsep Nota Dinas/Surat dari sisi tata naskah"
c. Bila sesuaidengan tata naskah meneruskan kepada Kepala Biro.
d. Nota Dinas/Surat dari Kepala Dinas, Nota Dinas diberi Nomor, Tanggal untuk dinaikan ke Asisten

$ekda melaluiArsip Dinas Umum.
e. Turun surat diserahkan kepada Kepala Dinas untuk disposis, ke sekretaris untuk di disposisi, ke

Kasubbag untuk di disposisi dan diserahkan ke Staf untuk diteruskan.
5. Koreksi, menandatangani dan paraf oleh Kepala Dinas

a" Memeriksa kelengkapan bahan dan konsep surat
b. Bila sudah lengkap, menandatangani Nota Dinas, membubuhkan paraf dan meneruskan surat, Nota

Dinas kepada Asisten Sekda melalui Staf Sub Bagian Umum.
c. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Sub Bagian terkait melalui

Sekretaris.
6. Pencatatan dalam buku agenda oleh arsip Dinas
a. Mencatat dalam buku agenda oleh staf Arsip Dinas
b. Memeriksa konsep Nota Dinas/Surat dari sisi tata naskah
c. Bila sesuaidengan tata naskah meneruskan kepada Asisten Sekda
d. Turun Nota Dinas/Surat dari Asisten Sekda, surat diserahkan kepada Kepala Dinas untuk

didisposisi, ke Sekretaris untuk didisposisi, ke Kasubbag untuk didisposisi dan diserahkan ke Staf
untuk diteruskan melalui staf Tata Usaha Dinas.

7. Koreksi dan penandatanganan oleh Asisten Sekda
a. Memeriksa kelengkapan bahan dan surat serta memperhatikan Nota dinas yang telah

Ditandatangani Kepala oleh staf
b. Bila lengkap, kemudian membubuhkan tandatangan pada surat serta menurunkannya kepada

kepala Dinas melaluiStaf Asisten Sekda.
c. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Dinas terkait melalui Arsip

Dinas.
8. Koreksi dan Paraf Disposisi oleh Sekretaris Daerah

a. Memeriksa Surat
b. Paraf/Disposisi, mengembalikan surat kepada Kepala Dinas terkait melaluiArsip Dinas

9. Mengarsipkan Surat beserta bahan dan Pengiriman Surat Ke Badan Kepegawaian Daerah oleh Staff

Jambi, 2417

Disahkan Oleh,
KEPALA

t!4
IT. NURACHMAT HERLAMBANG. MMA
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1,

Tanggat Pembuatan 01 April2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1Oktober2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROV.
JAMBI

NamaSOP

Proses Usul Diklat Prajabatan/
Diklatpim dan Diklat Fungsiona/
Bimtek Pegawai dalam Lingkup
Diskominfo Provinsi Jambi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Pergub Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Setda dan Sekretariat
Daerah Provinsi Jambi Pasal 120 Sub Bagian
Mutasi.

1. Pendidikan D3lS1 (Minrmal SLTA)
2. MemahamiTata Naskah Dinas
3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office
4. Memahamiaturan perundang - undangan tentang

Kepegawaian.

KETERKA{TAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternaldan Eksternal 1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Lembar Disposisi
4. Stopmap
5. Snellhecter Folio (Map Tulang)

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Keterlambatan penyampaian
pemberitahuan/edaran akan
terlambatnya pro,ses kepengurusan.

surat
berakibat

Surat dan Nota Dinas



,

Bagan Alur Proses Usul Diklat PrajabatanlDiklatpim dan Diklat Fungsional/Bimtek (Dana

Kontribusi) PNS dilingkup Diskominfo Provinsi Jambi

A. Latar Belakang

Pendidikan dan latihan adalah suatu bekal yang harus dimiliki PNS untuk bekerja agar lebih memiliki
wawasan dan ilmu dalam menggeluti pekerjaannya. Sementara Diklat Prajabatan adalah suatu hal
yang wajib dijalani CPNS sebagai proses menjadi PNS agar dapat mengerti dan memahami
pekerjaan yang akan dihadapinya setelah menjadi PNS. Diklatpim adalah suatu pendidikan dan
latihan dalam membentuk jiwa kepemimpinan dalam memimpin stafnya selama bekerja yang harus
dimiliki oleh pejabat eselon. Bagi yang mengikuti diberikan dana kontribusi sesuai dengan yang harus
dibutuhkan yang teriebih dahulu mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang,

B. Maksud dan Tujuan
1 (SOPi sebagat tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses

keqa.

2. Terwujudnya pedoman dan standar ker"ja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan
adanya Pendidikan dan latihan yang akan menciptakan tenaga PNS yang professional dan
berwawasan yang luas.

? -l'anrrr rit rr{nlr- 
^6.ctmaan 

h6rc6^oi z{alam nalalzcanaan tr rnaa alan fr rnaai

No. KEGIATAN UNIT PELAKSANA

Staf Kasub
bag

Sekre
taris

Kasub
bag

Kadis Bidang
yang
dituiu

Asisten Waktu

Penyusunan dan
Pengonsepan ,

Pengetikan

2-3Jam

2.
Koreksi,
Koordinasi, Paraf L_- 3-4Jam

3. Koreksi,
Koordinasi, Paraf L* _l

3-4
Jam

4. Pencatatan Dalam
Buku Agenda L_, 1-2

Jam-l
5. Koreksi

Penandatanganan
Nota Dinas, Paraf
Surat

I

L-
4-5
Jarn

6.
Pencatatan Dalam
Buku Agenda

2-3
Jam

7 Koreksi dan
Penandatanganan

1 Hari

-1
8. Disposisi sebagai

Arsip
L_*

3-4
Hari

9. Pendistribusian

_l

1

I

r
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C. Ruang Lingkup
1. Penyusunan
2. Koreksidan Koordinasi
3. Pemeriksaan dan Paraf
4. Persetujuan dan Tanda tangan
5., Pencatatan dalam buku Agenda
6. Pengiriman Surat

D. Prosedur Penyusunan
1. Penyusunan Bahan - bahan serta pengonsepan Surat Usulan Diklat Prajabatan, Diklatpim, Diklat

Fungsional/Bimtek dan Pengonsepan Nota Dinas Bantuan Dana Kotribusi untuk PNS yang
mengikuti Diklat dalam lingkup Setda Provinsi Jambi oleh Kepala Sub Bagian.
a. Mengetik Nota Dinas/Surat oleh staff
b. Memberi capstempel teliti oleh staff
c. Memberi nomor, knggalsurat, stempelSekda oleh staff.

2. Mengoreksi/meneliti , koordinasi dan paraf oleh Kepala Sub Bagian.
a. Mengoreksi/meneliti Nota Dinas/surat dan kelengkapan bahan
b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota DinaslSurat
c. Membubuhkan paraf koordinasi, dan
d. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Kepala Bagian melalui Staff.

3. Mengoreksilmeneliti , koordinasi dan paraf oleh Sekretaris.
a. Mengoreksi/meneliti Nota Dinaslsurat dan kelengkapan bahan
b. Memberikan catatan perbaikan atas konsep Nota DinaslSurat
c. Membubuhkan paraf koordinasi dan
d. Meneruskan Nota Dinas/Surat kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
a. Pencatatan dalam buku agenda oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Komunikasi dan

lnformatika mencatat dalam buku agenda oleh staf Sub Bagian Umum.
b. Memeriksa konsep Nota Dinas/Surat darisisi tata naskah.
c. Bila sesuaidengan tata naskah meneruskan kepada Kepala Dinas Kominfo
d. Nota Dinas/Surat dari Kepala Dinas Nota Dinas diberi Nomor,dan Tanggal untuk dinaikan ke

Asisten Sekda melaluiArsip Dinas Kominfo
e. Turun surat diserahkan kepada Kepala Dinas untuk disposisi , ke Sekretaris untuk didisposisi,

ke Kasubbag untuk didisposisidan diserahkan ke Staf untuk diteruskan.

4. Koreksi, penandatangani dan paraf oleh Kepala Dinas
a. Memeriksa kelengkapan bahan dan konsep surat
b. Bila sudah lengkap, menandatangani Nota Dinas, membubuhkan paraf dan meneruskan

surat, Nota Dinas kepada Asisten Sekda melalui Staf Sub Bagian Umum
c. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Sub Bagian terkait

melalui Sekretaris.

5. Pencatatian dalam buku agenda oleh arsip Dinas.
a. Mencatat dalam buku agenda oleh staf Arsip Dinas.
b. Memeriksa konsep Nota Dinas/Surat dari sisi tata naskah
c. Bila sesuaidengan tata naskah meneruskan kepada Sekda
d. Turun Nota DinaslSurat dari, surat diserahkan kepada Kepala Dinas untuk didisposisi, ke

Sekretaris untuk didisposisi, ke Kasubbag untuk didisposisi dan diserahkan ke Staf untuk
diteruskan.

6. Koreksidan penandatangananoleh Sekda
a. Memeriksa kelengkapan bahan dan surat serta memperhatikan Nota dinas yang telah

Ditandatangani Kepala oleh staf
b. Bila lengkap, kemudian membubuhkan tandatangan pada surat serta menurunkannya

kepada Kepala Dinas melaluiStaf Sekda.
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7. Koreksidan Paraf Disposisioleh Sekretaris Daerah

a. Memeriksa Surat
b. paraflDisposisi, mengembalikan surat kepada Kepala Dinas terkait melaluiArsip Dinas

g. Mengarsipkan Surat beserta bahan dan Pengiriman Surat Ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah

' oleh Staff.

9. Koreksi dan penandatanganan oleh Sekda

a. Memeriksa kelengkapan bahan dan surat serta memperhatikan Nota dinas yang telah

Ditandatangani KePala oleh staf

b. Bila lengkap, kemudian membubuhkan tandatangan pada surat serta menurunkannya

kepada Kepala Dinas melaluiStaf Sekda'

c. Bila belum lengkap, mengembalikan bahan dan surat kepada Kepala Dinas terkait melalui

Arsip Dinas Kominfo Umum'

d. Koreksidan Paraf Disposisioleh Sekretaris Daerah

a. Memeriksa Surat

b. paraf/Disposisi, mengembalikan surat kepada Kepala Dinas terkait melalui Arsip Dinas.

c. Mengarsipkan Surat beserta bahan dan Pengiriman Surat Ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah

oleh Staff

Jambi, 2A17

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

IT. NURACHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk. I

NlP. 19680904 199503 1 001



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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Tanggal Pembuatan 1 April 2017

TanggalRevisi
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Disahkan OIeh
KEPATA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROV, JAMBI

NamaSOP Proses Surat Masuk

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.S4
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas
dilingkungan Pemerintah Daerah.

3. Pergub Nomor. 29 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Provinsi Jambi pada Pasal
121

4. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan
Pengelolaan Surat menyurat dan
Pengarsipan

1. Memitiki kemampuan tentang Dasar persuratan
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternal dan Eksternal Pensil, Pena, Komputer, Buku Surat Masuk

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Kelalaian dan keterlambatan didalam
pemrosesan Surat Masuk akan berakibat tidak
tercapainya Maksud dan Tujuan daripada Surat
tersebut

- Buku Surat Masuk
- RekapitulasiJumlah Surat Masuk
- Laporan Berkala.



No. AKTIVITAS Waktu

Pelaksana Kasubbag Sekretaris
Kepala
Dinas

Dinas
Ilnstansi

1 Menerima Surat Masuk
3 Menit

2
Pencatatan SuraUPemberian
Lembar Disposisi

3 Menit

3. Disposisi dan Kodefi kasi 10 Menit

4. Pemeriksaan Surat oleh Kasubbag L- 15 Menit

t Pemeriksaan Surat oleh
Sekretaris/Bidang L- 5 Menit

6. Pengecekan dan Pemberian
Disposisi oleh Kepala Dinas L- 15 Menit

7 Pendistribusian Surat ke Staf/Bidang
sesuai Disposisi Kepala Dinas untuk
diproses / ditindaklanjuti

_l 15 Menit

8. pengarsipan 5 Menit

Bagan Alur Proses Surat Masuk

a. Latar Belakang
Surat merupakan proses administrasi dalam suatu instansi pemerintahan. Surat juga memiliki peranan
penting dalam penyampaian informasi yang tidak langsung, agar komunikasi melalui surat dinilai efektif
maka isi atau maksud surat harus terang dan jelas supaya penerima atau pembaca tldak menimbulkan
salah arti. Mengingat pentingnya surat dalam suatu pemerintahan maka surat dikelola dengan baik dan
benar sesuai dengan fungsi serta tujuan surat tersebut.

b. Maksud dan Tujuan
- Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk

menyelesaikan suatu proses kerja
- Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Dengan adanya

Pendidikan dan latihan yang akan menciptakan tenaga PNS yang professional dan berwawasan yang
luas

- Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
- Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas
- Agar surat menyurat pada unit kerja dapat ditata secara sistematis sehingga dapat mempermudah

dalam meningkatkan kinerja
- Sebagai tambahan informasi yang diharapkan dan digunakan dalam prose$ pengolahan dan

penyusunan surat disuatu unit kerja"

c. Ruang Lingkup
1 Pengagendaan
2. Pemrosesan
3. Koneksi dan Koordinasi
4. Tindak Lanjut
5. Pengarsipan

d. Prosedur Pelaksanaan Surat Masuk
1. Menerima Surat Masuk

Staff pelaksana pada bagian tata usaha menerima surat masuk yang ditujukan kepada Dinas
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3. Disposisi dan Kodefikasi Surat
Disposisi dan Kodefikasi Surat disesuaikan dengan jenis surat yang meliputi :

- Amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima dapat diberi tanda XXX pada
pojok kanan atas surat atau pojok kanan atas lembar disposisi ;

- Segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima dapat diberi tanda XX pada pojok
kanan atas surat atau pojok kanan atas lembar disposisi;

- Penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima ; dan
- Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

4. Pemeriksaan surat oleh Kasubbag
Surat yang telah diberi lembar disposisi diperiksa secara diteliti dan kemudian diparaf oleh Kasubbag
untuk kemudian diperiksa kembalioleh Kabag"

5. Pemeriksaan surat oleh Sekretaris
Setelah Pemeriksaan Kasubbag, dilakukan lagi pemeriksaan oleh Sekretaris

6. Pengecekan dan pemberian Disposisi oleh Kepala Dinas
Kepala Dinas menerima Surat dan kemudian mendisposisikan ke Bagian Mana Surat tersebut dapat
ditindaklanjuti"

7. Pendistribusian surat ke Staf/Bidang sesuai Disposisi Kepala Dinas untuk
diproses/ditindaklanjuti
Staf Pelaksana pada Bagian Sekretariat kemudian mendistribusikan surat tersebut ke Bidang-
Bidang sesuaidengan disposisidari kepala Dinas untuk segera ditindaklanjuti.

8. Pengarcipan
Surat masuk yang telah diproses kemudian dilakukan pengarsipan untuk dapat mempermudah
pencarian jika surat tersebut dibutuhkan kembali.

e. Persyaratan
1. Teknis Pelaksana

a. Mempunyai Kompetensi dibidang Tata Persuratan
b. Mempunyai Kompetensi dibidang Kearsipan

2. Administrasi
Mengikuti alur surat sesuaijenjang Jabatan

f. $aranadan Prasarana
Alat tulis kantor, Buku Agenda Surat Masuk, Fitling Kabinet

g. Biaya Pemrosesan
Tidak ada

h. Tempat pemrosesan SuraUNota Dinas
Diruang kerja atau tempat lainnya

i. Jadwal Pemrosesan
Sesuai dengan tingkat kebutuhan

j. Penanganan tindak lanjut PengaduanlKeluhan/Masukan :

1. PengaduanlKeluhan/Masukkan dari unit Kerja Terkait disampaikannya Kepada Kepala Dinas
2. Kepala Dinas mendelegasikan Wewenang kepada Sekretaris untuk menindak lanjuti

Pen gad uan/Kelu han/Masu kan tersebut.
3. Sekretaris memerintahkan Kasubbag dan Pelaksana untuk menindaklanjuti

Pengaduan/Keluhan/Masukan tersebut.

Jambi, 2417

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

lr. NURACHMAT f.IERLAMBANG. MMA
Pembina Tk I

NlP. 19680904 199503 1 001



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1.1

Tanggal Pembuatan 1 Apnl2017

TanggatRevisi

Tanggal Pengesahan 1 Oktober 2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROV, JAMBI

NamaSOP Pembuatan SuraUNota Dinas (Surat
Keluar)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang
Pedoman Umum Tata Persuratan

2. Undang * undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.S4
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas
dilingkungan Pemerintah Daerah.

4. Pergub Nomor. 29 Tahun 20OB tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi pada
Pasal 121

5. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan
Pengelolaan Surat menyurat dan
Pengarsipan

1. Memiliki kemampuan tentang Dasar persuratan
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternal dan Eksternal

Meja, Pensil, Pena, Kursi, Komputer, Printer,Konsep Surat,
Buku Surat Keluar

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Konsep Surat di teliti kemudian diparaf oleh
pejabat terkait sebelum ditandatangani oleh
pejabat benrvenang guna
pertan gg u ngjawaban su rat

2. Penomoran dilaksanakan setelah surat
ditandatangani agar tanggal dan
pemberlakuan surat tidak ada selisih waktu
yang terlalu lama.

3. Surat digandakan dalam rangkap sesuai
dengan jumlah tujuan dan tembusan ditambah
dua rangkap untuk Arsip TU.

Buku Surat Keluar



No. Kegiatan
Waktu

Pelaksana Kasubbag Sekretaris Kepala Dinas

1 Pembuatan SuraUNota Dinas

3 Menit

2.
Pemeriksaan SuraUNota Dinas oleh
Kasubbag/Kasi L- 3 Menit

3. Pemeriksaan SuraUNota Dinas oleh
SekretarislBidang

I 10 Menit

4. Pengecekan dan Penandatanganan
oleh Kepala Dinas

I
5 Menit

5.
Pemberian Nomor, tanggal Surat

t-- I 5 Menit

6.
Pendistribusian Surat ke Tujuan
Surat 15 Menit

7 Fotocopy Surat untuk Arsip
5 Menit

B. Pengarsipan

Bagan Alur Pembuatan Surat/Nota Dinas

A. Latar Belakang

Surat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses administrasi dalam suatu instansi
pemerintahan. Surat juga memiliki peranan penting dalam penyampaian informasi yang tidak
langsung, agar komunikasi melalui surat dinilai efektif maka isi atau maksud surat harus terang dan
jelas supaya penerima atau pembaca tidak menimbulkan salah arti. Mengingat pentingnya surat
dalam suatu pemerintahan maka surat dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan tungsi serta
tujuan surat tersebut.

B. Maksud dan Tujuan
- Agar surat menyurat pada unit kerja dapat ditata secara sistematis sehingga dapat mempermudah

dalam meningkatkan kinerja
- Sebagai tambahan informasi yang diharapkan dan digunakan dalam proses pengolahan dan

penyusunan surat disuatu unit kerja.
- Agar komunikasi dalam unit kerja pemerintah maupun swasta berjalan dengan baik dalam

menyelesaikan masalah.

C. Ruang Lingkup
1 Persiapan
2. Maksud dan Tujuan SuraUNota Dinas
3. Koneksi dan Koordinasi
4. Persetujuan dan Penandatangan
5. Pencatatan/Pengagendaan

D. Prosedur Pelaksanaan Surat Keluar
Pengelolaan surat keluar dilakukan melalui tahapan :

1. Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinir sesuai tugas dan kewenangannya
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E. Persyaratan
1. Teknis Pelaksana

a. Mempunyai Kompetensi sesuai dengan jenjang Jabatan masing - masing
b. Menguasai Aplikasi Microsoft Word
c. Memahamipedoman Tata Naskah Dinas

2. Administrasi
a. Setiap suraUNota Dinas sebelum ditandatanganiterlebih dahulu di Paraf
b. Paraf dimaksud merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atias

muatan materi, substansi, redaksi, daripengetikan SuraUNota Dinas
c. Adanya stempel
d. Mengikuti alur surat sesuaijenjang Jabatan

F. Sarana dan Prasarana
Alat tulis kantor,Komputer, dan Printer

G. Biaya Pemrosesan
Tidak ada

H. Tempat pemrosesan $uraUNota Dinas
Diruang kerja atau tempat lainnya

l. Jadwal Pemrosesan
$esuai dengan tingkat kebutuhan

J. Penanganan tindak lanjut PengaduanlKeluhanlMasukan :

1. Pengaduan/Keluhan/Masukkan dari unit Kerja Terkait disampaikannya Kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas mendelegasikan Warenang kepada Sekretaris untuk menindaklanjuti

Pengaduan/Kelu han/lvlasu kan tersebut.
3. Sekretaris memerintahkan Kasubbag dan staff untuk menindaklanjuti PengaduanlKeluhanlMasukan

tersebut.

Jambi, 2017

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

Uff
IT. NURAGHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk. I

NtP. 19680904 199503 1 001



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1,1

Tanggal Pembuatan 1 April2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1 Oktober 2S17

Disahkan Oleh
KEPAI-A DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORITfiATIKA PROV, JAMBI

NamaSOP Penomoran SuraUNota Dinas

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993
Tentang Pedoman Umum Tata Persuratan

2. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.S4
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas
dllingkungan Pemerintah Daerah.

4. Pergub Nomor. 29 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi
Jambi pada Pasal 121

5. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan
Pengelolaan Surat menyurat dan
Pengarsipan

1. Memiliki kemampuan tentang jasa persuratan
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENIGKAPAN

lnternaldan Eksternal

Pensil, Pena, Kursi, Komputer, Printer, Konsep Surat, Buku
Kendali Surat Keluar, Agenda Arsip Surat Keluar.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penomoran dilaksanakan setelah surat
ditandatangani agar tanggal dan
pemberlakuan surat tidak ada selisih waktu
yang terlalu lama

2. Surat digandakan dalam rangkap sesuai
dengan jumlah tujuan dan tembusan ditambah
dua rangkap untuk Arsip TU Dinas dan Arsip
pada unit Pengolah.

1. Buku kendali Surat Keluar
2. Buku EkspedisiSurat
3. Agenda arsip surat keluar

L



No. Kegiatan U Waktu
Pelaksan

a

Kusubbag Sekretaris Kepala
Dinas

1 Pemeriksaan SuraUNota dinas oleh
Kasubbag 3 menit

2.
Pemeriksaan SuraUNota dinas oleh
Sekretaris L- 3 menit

3. Pengecekan dan Penandatangan
oleh Sekretaris

I 10 menit

4. Penomoran SuraUNota Dinas I 1 menit

5. Pemilahan SuraUNota Dinas atas
jenis Penomoran Surat ( Surat
Keluar, Nota Dinas, SK, Surat
Tugas)

5 menit

6.
Penggandaan Surat guna
pengarsipan

10 menit

7 Pendistribusian Surat ke Tujuan
Surat

Bagan Alur Penomoran Surat/Nota Dinas

A. Latar Belakang

Surat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses administrasi dalam suatu instansi
pemerintahan. Surat juga memiliki peranan penting dalam penyampaian informasi yang tidak
langsung, agar komunikasi melalui surat dinilai efektif maka isi atau maksud surat harus terang dan
jelas supaya penerima atau pembaca tidak menimbulkan salah arti. Mengingat pentingnya surat
dalam suatu pemerintahan maka surat dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi serta
tujuan surat tersebut.

B. Maksud dan Tujuan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui

untuk menyelesaikan suatu proses kerja
2. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dinas

Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi.
3. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas
5. Agar surat menyurat pada unit kerja dapat ditata secara sistematis sehingga dapat mempermudah

dalam meningkatkan kinerja
6. Sebagai tambahan informasi yang diharapkan dan digunakan dalam proses pengolahan dan

penyusunan surat disuatu unit kerja.
1. Ruang Lingkup

1. Pengagendaan
2 Pemrosesan
3 Koneksi dan Koordinasr
4 Trndak Lan.lut

5 Pengarsrpan

2, Prosedur Pelaksanaan Surat Masuk
1. Pemeriksaan SuraUNota Dinas oleh Kasubbag

SuraUnota dinas yang telah dibuat dahulu diperiksa secara teliti oleh Kasubbag untuk
menghindari adanya kesalahan pengetikan sehingga bisa merubah dari maksud dan tujuan
SuraUNota Dinas tersebut setelah itu di paraf sebagai tanda bukti dari pemeriksaan.

F
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3. Pengecekan dan penandatangan oleh Kepala Dinas
Sebelum ditanda tangani, SuraUNota Dinas tersebut juga diperiksa Kepala Dinas Komunikasi
dan lnformatika apakah Surat i Nota Dinas tersebut telah benar dan sesuai dengan tata naskah
Dinas, baru kemudian menandatanganinya.

4. Penomoran SuraUNota Dinas
SuraUNota Dinas yang telah ditandatangani Kepala Dinas diberi Nomor sesuai dengan nomor
Kode surat dan Nomor Urut Surat Keluar yang ada pada Buku Agenda Surat Keluar.

5. Pemilahan suraUNota Dinas atas jenis Penomoran Surat ( Surat Keluar, Nota Dinas, SK,
Surat Tugas)
Pada tahap ini SuraUNota dinas dipilah dan dicatat pada Buku Agenda Surat Keluar sesuai
dengan jenis SuraUNota Dinas tersebut"

6. PenggandaanSuratgunaPengarsipan
Sebelum didistribusikan SuraUNota Dinas tersebut di Fotocopy untuk di arsipkan

7. Pendistribusian Surat ke Tujuan Surat
Pendistribusian SuraUNota Dinas ke tujuan dilakukan oleh Pelaksana yang telah ditunjuk

3. Persyaratan
1. Teknis Pelaksana

a. Mempunyai Kompetensi dibidang Tatia Persuratan
b. Mempunyai Kompetensi dibidang Kearsipan

2. Administrasi
Mengikuti alur surat sesuaijenjang Jabatan

4. Sarana dan Prasarana
Alat tulis kantor, Buku Agenda Surat Masuk, Filling Kabinet

5. Biaya Pemrosesan
Tidak ada

6. Tempat pemrosesan SuraUNota Dinas
Diruang kerja atau tempat lainnya

7. iadwal Pemrosesan
Sesuai dengan tingkat kebutuhan

8. Penanganan tindak lanjut PengaduanlKeluhan/illlasukan :

1. Pengaduan/Keluhan/Masukkan dariunit Kerja Terkait disampaikannya Kepada Kepala Dinas
2. Kepala Dinas mendelegasikan Wewenang kepada Sekretaris untuk menindak lanjuti

Pengad uan/Keluhan/Masukan tersebut.
3. Sekretaris memerintahkan Kasubbag dan Pelaksana untuk menindaklanjuti

Pengaduan/KeluhanlMasukan tersebut.

Jambi, 2A17

Disahkan Oleh,
KEP.ALA DINAS,

\!,ad
IT. NURAGHMAT HERLAMBSNG. MMA
Pembina Tk.l
NtP. 19680904 199503 1 001



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSIJAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1.2

Tanggal Pembuatan 4 April 2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1Oktober2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROV. JAMBI

NamaSOP Laporan berkala dan Rapat lnternal

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pergub Nomor. 29 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Provinsi Jambi pada Pasal
121

2. DPA Tahun berjalan
3. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan

Pengelolaan Surat menyurat dan
Pengarsipan

1. Pendidikan D3lS1 (MinimalSLTA)
2. Memiliki kemampuan mengevaluasi kegiatan
3. Memiliki kecermatan dan ketelitian

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternal dan Eksternal
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pelaporan harus dilaksanakan secara berkala
agar bisa dievaluasi sebatas mana kegiatan -
kegiatan bisa berjalan dan apa yang menjadi
kendala atau hambatan pada kegiatan dimaksud,

1. Untuk laporan kegiatan dilaksanakan perbulan dan
disampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo

2. Untuk laporan keuangan setelah kegiatan dilaksanakan harus
dilaporkan ke KPA dan tercatat didalam Aplikasi LPPK



No. Kegiatan Waktu
Pelaksana Kasubbag Sekretaris Kepala

Dinas
1 Menerima Laporan kegiatan dari

masing - masing bagian 1 Bulan

2 Penghimpunan Laporan Kegiatan 1 Hari

3. Pembuatan Laporan Kegiatan
Perbulan {

2 Jam

4 Penyampaian Laporan Kegiatan
kepada Kepala Dinas i_ 25 Menit

5. Pembahasan atas laporan Kegiatan
melalui Rapat internal I 2 Jam

b Tindak lanjut Hasil Rapat lnternal
3 Hari

Bagan Alur Laporan Berkala

a. Latar Belakang

Sebagai bahan evaluasidan pengawasan dari Kepala Dinas maka diperlukan laporan secara
berkala dari masing - masing bagian tentang pelaksanaan kegiatan, proses kerja, dan prosentase
realisasianggaran dan apa yang menjadiatau hambatan didalam pelaksanaan kegiatan.

b. Maksud dan Tujuan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui

untuk menyelesaikan suatu proses kerja
2. Terwujud nya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Kominfo Provinsi Jambi.
3. Terwujudnya persamaan persepsidalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas

e. Ruang Lingkup
Dinas Kominfo Provinsi Jambi

d. Prosedur Pelaksanaan Permintaan Perbaikan Barang lnventaris
1. Menerima Laporan kegiatan dari masing - masing bagian

Untuk laporan kegiatan masing - masing sebelum dilaporkan kepada Kepala Dinas terlebih
dahulu diserahkan kepada Sekretaris yang mengikuti tertib administrasi.

2. Penghimpunan Laporan Kegiatan
Semua laporan yang masuk akan dihimpun oleh kasubbag Umum untuk kemudian akan
dilaporkan kepada Kepala Dinas

3. Pembuatan Laporan Kegiatan perbulan
Semua laporan yang terhimpun dibuat laporannya sesuaiformat yang terdiri dari rekap laporan,
matrik kegiatan dan rekapitulasi\

4. Pelaksanaan Perbaikan Barang lnventaris
Pelaksanaan Perbaikan bisa dilakukan oleh Teknisi/Tukang Ahli dari luar ataupun PNS di Dinas
Kominfo sendiri yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki barang inventaris yang rusak
tersebut dengan ketentuan bersedia bertanggung jawab atas biaya yang telah dikeluarkan.
(Contoh : Perbaikan Laci meja, penginstallan ulang komputer dtl).

e. Persyaratan
1. Teknis Pelaksana

a. Kasubbag yang membidangi
b. Pengurus Barang



f. $arana dan Praearana
1. Barang inventaris
2. Peralatan perbaikan
3. Teknisirekanan

g. Biaya pemrosesan
, DPA tahun berjalan

h. Tempat pemrose$an
Diruang Kerja Kepala Dinas atiau tempat lainnya

i. Jadwalpemnrcesan
$esuai dengan tingkat kebutuhan

l. Penanganantindak lanjut PengaduanlKeluhanlitasukan :

1. Untuk Pengaduan/Keluhan/Masukan dari PNS terkait hasil perbaikan disampaikan Kepada Kepala
Dinas. Kepala Dinas mendelegasikan wewenang kepada $ekretaris untuk menindaklanjuti
Pengaduan/Keluhan/Masukan tersebut.

2. Sekretaris memerintahkan Kasubbag untuk menindaklanjuti Pengaduan/KeluhanlMasukan
tersebut,

3. Kepala Dinas mendelegasikan wewenang kepada $ekretaris untuk menindaklanjuti
Pengad uanlKelu han/Masu kan tersebut.

4. Sekretaris memerintahkan Kasubbag untuk menindaklanjuti Pengaduan/ Keluhan/ Masukan
tersebul

Jambi, 2017

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

IT. NURAGHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk.l
NtP. 19680904 199503 1 001
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSIJAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1.1

Tanggal Pembuatan 1 April2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1Oktober2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROV.
JAMBI

NamaSOP Pengadaan Barang

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

2" UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

3. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara dan Daerah

4. DPA Tahun Berialan
5. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan

Pengelolaan BMD

1. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa
2. Ditetapkan oleh SK Panitia Pengadaan dan Panitia

Pemeriksa
3. Memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang.

KETERKAITAN PERALATAN' PERLENGKAPAN

lnternal dan Eksternal
Komputer, Printer, Jaringan lnternet, Standar Harga
Barang

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pengadaan s.d 50 juta dengan Penunjukkan
Langsung

2. Pengadaan s.d 100 juta dengan Pemilihan
Langsung

3. Pengadaan di atas 100 juta dengan lelang
4. Pengadaan harus sesuai dengan spesifikasi

dan hal-hal lain yang dipersyaratkan/
disepakati dalam kontraUSPK;

5. Apabila terdapat keterlambatan terhadap
pelaksanaan penyediaan barang oleh
Penyedia, maka akan dikenai sanksi sesuai
yang tercantum.

1. Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang
2. Survey harga, kurs dollar dan jenis barang
3. Ketersediaan dana pada DIPA
4. Pembuatan rencana, OE dan RKS
5. Pembuatan Pengadaan : PL atau lelang melalui LPSE
6. Kontrak/Surat Perintah Kerja Rekanan
7. Penerimaan dan Pemeriksaan Barang
8. Pengajuan Kwitansike Subbagian Keuangan



No. Kegiatan UNIT PELAKSANA Waktu
Pemeriksa

Barang
Panitia Rekanan PPTK Kepala

Dinas
1 Pembentukan Panitia/Pejabat

Pengadaan dan pemeriksaan
Barang

2 Hari

2
Survey harga dan Jenis Barang 3 Hari

3. Mengikuti Prosedur Pengadaan
I

1 Hari

4. Surat Perintah Kerja / Kontrak
Rekanan/Pemenang tender

1 Hari

5. Penerimaan/Pemeriksaan
barang

30 Hari

6. Pembayaran L_ ._> 1 Hari

Bagan Alur Pengadaan Barang

a. Latar Belakang
Didalam Permendagri Nomor 17 tahun 2010 d'rjelaskan untuk Pengadaan Barang milik
daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip - prinsip yang efisiensi, efektif, transparan dan
terbuka. Pengadaan Barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang -undangan. Hal ini yang melatarbelakangi pembuatan SOP Pengadaan Barang
sebagai bahan acuan didalam Pengadaan Barang pada Dinas Kominfo.

b. Maksud dan Tujuan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus

dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja
2. Tenrvujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada

Dinas Kominfo Provinsi Jambi.
3. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
4. Tenrvujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas
5. Tamu yang datang mendapatkan kesan yang baik terhadap Dinas Kominfo.

c. Ruang Lingkup
Tingkat kebutuhan barang yang ada di Dinas Kominfo.

d. Prosedur Pelaksanaan Pengadaaan Barang
1. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan & Pemeriksaan Barang

Sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang, hal yang pertama adalah pembentukan
panitia/pejabat pengadaan barang yang berada di Dinas Kominfo. Panitia/pejabat
Pengadaan Barang ditunjuk berdasarkan Kompetensi dan Sertifikasi yang dimiliki Oleh
Pejabat yang ditunjuk tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas

2. Survey harga dan jenis barang
Survey harga dan jenis barang dilakukan sebagai bahan perbandingan dalam penentuan
Barang seperti jenis, merk dan harga sehingga pada saat Pengadaan barang bisa lebih
efektif, efisien dan berkwalitas.

? f,tranailrrr*i Dracar{rrr Danaadaan

_t
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4. Surat perintah Kerja/Kontrak RekananlPemenang Tender
Didalam pengadaan barang harus dilakukan sebuah perjanjian dengan rekanan atau
pemenang tender yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa agar pengadaan
barang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati serta spesifikasi
barang/jasa yang sesuai. Perjanjian berupa surat perjanjian kerja yang ditandatangani
dengan ketentuan bila terjadi pelanggaran atas pengadaan barang,pihak penyedia atau
rekanan akan diberikan sangsi sesuai dengan yang tercantum didalam SPK.

5. Penerimaan/pemeriksaan barang
Sesuai dengan surat perjanjian kerja, barang yang diadakan sebelum diterima oleh
pemeriksa barang terlebih dahulu diperiksa apakah jumlah dan spesifikasi barang sesuai
dengan yang tercantum didalam SPK, setelah itu baru dibuat berita acara serah terima
barang dan ditandatangani.

6. Pembayaran
Pembayaran dilaksanakan setelah penyelesaian pekerjaan melalui Badan Keuangan
Daerah secara langsung melalui rekening rekanan. Apabila didalam SPK ada terjadinya
pelanggaran, Kepala Dinas mempunyai kuasa untuk mengajukan Permohonan
Pemblokiran Pembayaran yang ditujukan ke Bank Jambi sampai dengan batas yang
telah ditentukan.

e. Persyaratan
1. Teknis Pelaksana

a. Mempunyai Sertffikasi Pengadaan Barang
b. Pengurus Barang
c. LPSE

2. Administrasi
Surat Perjanjian Kerja

f. Sarana dan Prasarana
1. Peralatan kantor
2. Anggaran

g. Biaya pemrosesan
DPA tahun berjalan

h. Tempat pemftrsesan
Diruang Kerla Kepala Dinas atau tempat lainrrya

i. Jadwal pemrosesan
Sesuai dengan tingkat kebutuhan

j. Penanganan tindak lanjut Pengaduan/KeluhanlMasukan :

1. Untuk Pengaduan/Keluhan/Masukan dari PNS terkait hasil perbaikan disampaikan
Kepada Kepala Dinas.

2. Kepala Dinas mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris untuk menindaklanjuti
Pengaduan/KeluhanlMasukan tersebut.

3. Sekretaris memerintahkan Kasubbag untuk menindaklanjuti
Pengaduan/Keluhan/Masukan tersebut.

Jambi, 2A17

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

$ry
IT. NURACHMAT HERLAMBANG, MMA



DINAS KOI'IUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1,2

Tanggal Pembuatan 1 April2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1 Oktober2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROV.
JAMBI

NamaSOP Permintaan barang pakai
habislATK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

3. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara dan Daerah

4. Keppres No. 95 tahun 2007 tentang
perubahan ketujuh atas keputusan
presiden nomor S0tahun 2003 tentang
pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah

5. DPA Tahun Berjalan
6. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan

Pengeblaan BMD

'1. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa
2. Ditetapkan oleh SK Panitia Pengadaan dan Panitia

Pemeriksa
3, Memiliki pengetahuan tentang pedoman teknis

pengelolaan BMD

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternaldan Eksternal Komputer, Printer, Standar Harga Barang,Buku Barang,
Kartu Persediaan.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pengadministrasi barang persediaan dapat
mengurangi jumlah barang yang diminta
apabila dinilai tidak wajar untuk kebutuhan
sehari.

2. Terdapat barang-barang tertentu yang
peruntukanya hanya bagi Kepala Dinas

3. Terdapat barang tertentu yang
permintaanya dibatasi jumlah dan waktu

1. Pengisian Form Bon Barang yang ditandatangani oleh
Kasubag/Kabag bersangkutan

2. Pengecekan ketersediaan barang yang diminta di Gudang
Barang Persediaan.

3. Pengevaluasian kewajaran permintaan bagi kebutuhan
kantor sehari-hari.

4. Persetujuan dari Kepala Dinas
5. Pemberian barang kebutuhan sehari-hari.
6. Dengan item dan jumlah yang telah disetujui
7. Pengisian kartu ketersediaan



No. AKTIVITAS UNIT PELAKSANA Waktu
Pengurus

Baranq
Kasubbag Sekretarisl

Bidanq
Kepala
Dinas

1 Membuat Surat Pengajuan
Permintaan ATK 1 Hari

2 Perintah Pengecekan Stok Opname 1 Hari

3 Persetujuan Kepala Dinas
t__l

10 menit

4_ Perintah Pengeluaran Barang Habis
Pakai dari Gudang

I 10 menit

5 Serah Terima Barang habis pakal
I

1 Hari

Bagan Alur Permintaan Barang Pakai Habis

a. Latar Belakang

Alat Tulis Kantor sangat penting di dalam suatu proses pekerjaan. Karena Alat Tulis Kantor
merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi . jika didalam suatu pekerjaan Alat Tulis Kantor
tidak lancar, hal ini bisa menghambat hasil dari suatu pekerjaan tersebut.

b. Maksud dan Tujuan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui

untuk menyelesaikan suatu proses kerja
2. Terwujud nya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Kominfo Provinsi Jambi.
3. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas
5. Tamu yang dating mendapatkan kesan yang baik terhadap Dinas Kominfo.

c. Ruang Lingkup
Tingkat kebutuhan ATK barang yang ada di Dinas Komunikasidan lnformatika Provinsi Jambi

d. Prosedur Pelaksanaan Pengadaaan Barang
1. Membuat Surat Pengajuan Permintaan ATK

Kepala Bagian Surat Permintaan Kebutuhan ATK kepada Kepala Dinas seusai jumlah yang
dibutuhkan.

2. Perintah Pengecekan Stok Opname
Setelah menerima Surat Pengajuan Permintaan ATK, Kepala Dinas memerintahkan Kasubag Tata
Usaha mengecek jumlah ATK yang ada apakah sesuai dengan jumlah Pengajuan Permintaan
dengan jumlah yang ada di DPA dan kepada Penyimpan Barang berapa jumlah Stok Opname
yang tersedia pada saat pengajuan agar terjadi penimbangan dengan masing bagian

3. Persetujuan Kepala Dinas Kominfo
Setelah menerima laporan dari Kasubag dan Penyimpan Barang, Kepala Dinas memberikan
persetujuan sesuai dengan tingkat kewajaran Keburuhan ATK.

4. Perintah Pengeluaran Barang Habis Pakai dari Gudang
Kepala Dinas memerintahkan Kepada Penyimpanan Barang untuk mengeluarkan ATK dari
gudang seusai dengan yang telah disposisikan.

5. Serah Terima Barang Habis Pakai
Penyimpan barang menyerahkan ATK yag telah disetujui Kepala Dinas kepada Kabag yang
mengajukan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Habis Pakai

e. Persyaratan
1. Teknis Pelaksana

-_l

I



t, Sarana dan Prasarana
Gudang Peyimpan Barang

g. Biaya pemrosesan
Tidak ada

h. Tempat pemrosesan
Diruang Kerja , Gudang atau tempat lainnya

i. Jadwal pemrusesah
Sesuai dengan tingkat kebutuhan

i. Penanganan tindak lanjut Pengaduan/Keluhantllllasukan :

1. Pengaduan/Keluhan/Masukan dari masing-masing bagian terkait pengajuan ATK disampaikannya
kepada Kepala Dinas

2. Kepala Dinas mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris untuk menindaklanjuti
PengaduanlKeluhanlMasu kan tersebut.

3. Sekretaris memerintahkan Kasubbag untuk menindaklanjuti Pengaduan/Keluhan/Masukan
tersebut.

Jambi, 2017

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

IT. NURACHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk.l
NlP. 19680904 199503 1 001



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1.2

Tanggal Pembuatan 1 April2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1 Oktober 2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROV.
JAMBI

NamaSOP Permintaan Perbaikan Barang
lnventaris

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri no. 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah

2. Pergub Nomor. 29 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi pada
pasal 121

3. DPA Tahunn Berjalan
4. Peraturan Lainnya yang berkaitan dengan

Pengelolaan Surat- Menyurat dan
Pengarsipan

1. Memahami Pedoman Teknis Pengelolaan
2. Memilki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN I PERLENGKAPAN

lnternaldan Eksternal

Komputer, Printer, Standar Harga Barang,Buku
Barang, Kartu Persediaan.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pengajuan Permintaan Perbaikan disesuaikan
dengan Anggaran yang ada di DPA.

Buku Kendali



No. AKTIVITAS Waktu
Pengurus

Baranq
Kasubbag Sekretaris/

Bidang
Kepala Dinas

1 Melaporkan kerusakan barang
inverrtaris kepada Subbag terkait t hari

2. Subbag membuat surat
permintaan perbaikan ditujukan
Kepada Kepala Dinas

L- t hari

3. Kepala Dinas Mendisposisikan
surat tersebut untuk dilaksanakan
sesuai degan anggaran yang ada
di DPA

L- 15 menit

4. Pelaksanaan Perbaikan Barang
lnventaris __l 3 hari

I

Bagan Alur Permintaan Perbaikan Barang lnventaris

a. Latar Belakang

Untuk meningkatkan Kinerja Pegawai, salah satunya dengan adanya peralatan yang menunjang,
seperti peralatan-peralatan kantor. berupa meia keria. kursi keria, komputer, printer dll. Jika pada
peralatan-peralatan kantor tersebut adanya kerusakan, maka hal ini sangat mengganggu PNS
tersebut sehingga perlu segera adanya terhadap kerusakan peralatan-peralatan kantor tersebut.

b. Maksud dan Tujuan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui

untuk menyeelesaikan suatu proses kerja
2. Terwuiudnya pedoman dan standar keria datam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi"
3. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas

c. Tamu yang datang mendapatkan kesan yang baik terhadap Dinas Komunikasi dan lnformatika
ProvinsiJambi

d. Ruang Lingkup
Peralatan-peralatan kantor di Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi Prosedur
Pelaksanaan Pengadaaan Barang

1. Melaporkan kerusakan barang inventaris kepada Subbag terkait
Kepala Bagian Surat Permintaan Kebutuhan ATK kepada Kepala Dinas seusai jumlah yang

dibutuhkan.
2. SubbagTU membuat surat permintaan perbaikan ditujukan Kepada Kepala Dinas

Kasubbag Tata Usaha Membuat Nota Dinas dengan perihal mohon perbaikan barang lnventaris
yang di tujukan kepada kepala Dinas sesuai dengan Rincian laporan beberapa jumlah Barang
inventaris yang rusak, tingkat kerusakannya dan perkiraan biaya yang di butuhkan.

3. Kepala Dinas mendisposisikan surat tercebut Untuk dilaksanakan sesuai dengan Anggaran
yang ada di DPA
Kepala Dinas mendisposisikan pelaksanaan perbaikan barang insventaris tersebut harus sesuai

atau tidak melebihi darijumlah anggaran yang terdapat di dalam DPA.
4. Pelaksanaan Perbaikan Barang lnventaris

Pelaksaan Perbaikan bisa dilakukan oleh teknisiTukang ahli dari luar ataupun PNS di Dinas
Kominfo sendiri yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki barang inventaris yang rusak
tersebut dengan ketentuan bersedia bertanggung jawab atas biaya yang telah di keluarkan.
(contoh : perbaikan laci meja, penginstalan ulang komputer dll ).

e. Persyaratan



2. Administrasi
a. Tingkat kerusakan
b. Besaran biaya

f. Sarana dan Prasarana
1. Barang inyestaris
2. Peralatan Perbaikan
3. Teknis rekanan

g. Biaya pemrosesan
DPA tahun berjalan

h. Tempat pemrosesan UraUNota Dinas
Diruang Kerja atau tempat lainnya

i. Jadwalpemrosesan
Sesuai dengan tingkat kebutuhan

j. Penanganan tindak lanjut PengaduanlKeluhan/Masukan :

1. Untuk Pengaduan/keluhanlMasukan dari PNS terkait hasil perbaikan disampaikan kepada kepala
Dinas.

2. Kepala Dinas mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris untuk menindaklanjuti
3. Pengaduan/Keluhan/Masukan tersebut.
4. Sekretaris memerintrahkan Kasubbag untuk menindak lanjuti Pengaduan/Keluhan/Masukan

tersebut.

Jambi, 2017

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

IM
IT. NURAGHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk.l
NrP. 19680904 199503 1 001
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TanggalRevisi
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Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROV, JAMBI

NamaSOP Rekapitulasi Absensi dan pelaporan 
]

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan pemerintah No. 53 tahun zUA
tentang disiplin PSN

2. Pergub Nomor. 29 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Provinsi Jambi pada pasal
121

3. DPA Tahunn Berjalan
4. Peraturan Lainnya yang berkaitan dengan

Kedisplinan PNS

'1. Pendidikan D3/S1 ( Minimal SLTA )
2. MenguasaiKomputer
3. Memahamitabel- table Evaluasi
4. Memahami PP No. 53 Tahun 2010

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

lnternal dan Eksternal

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer Dan Printer
3. Tabel Rekapitulasi
4. Kalkulator

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Monitoring Pelaksanaan Rekapitulasi
Kehadiran PNS harus di laksanakan
perbulan sehingga bisa diketahui
peningkatan atau penurunan kedisplinan
PNS

- Rekapitulasi Kehadiran PNS perbulan
- PelaporRekapitulasiAbsen



No. Kegiatan Unit Pelaksana Waktu
Pelaksana Kasubbag Sekretaris Kepala Dinas

1 Pelaksana absensi
15 Menit

2. Pemeriksaan Absensi L- 10 Menit

3. Rekapitulasi Absensi -J 15 menit

4. Pelaporan L- + 15 Menit

5. Pemberian Disposisi atas Laporan L- 15 Menit

6. Tindak lanjut Disposisi 3 hari

Bagan Alur Rekapitulasi Absensi PNS

a. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mengenakan kedisiplinan PNS adalah melalui Evaluasi Tingkat Kehadiran
PNS- Evatuasi ini blsa berupa merekapitutasi prosentase kehadiran PNS yang kemudian dilaporkan
secara berkala kepada pemimpin SKPD. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa persen PNS
yang benar - benar disiplin dan yang tidak disiplin sehingga setiap pelanggaran disiplin yang
dilakukan dapat diberikan sangsi/ hukuman oleh pemimpin SKPD sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

b. Maksud danTujuan
a. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui

untuk menyeelesaikan suatu proses kerja
b. Terwujud nya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Kominfo Provinsi Jambi.
c. Terwujudnya persamaan persepsidalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
d. Tenrujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas
e. Agar PNS bisa lebih meningkatkan Kedisplinan
f. Sebagai bahan evaluasi bagi kepala Dinas untuk menentukan sangsi admitrasi atas pelanggaran

ts: -
; -="::".-,a "::!: -=':a=- -'=:(:-^'a

- ; z-- --.

-:-a,z-: --:*-:1-2- .z-"_': _ -:s.:- -':

L htffitPaqerB.rang
L PelaksanaAbsensi

Absensiwajib dilaksanakan seluruh PNS dilingkup Dinas Kominfo rnelalui rnesin Absen Elekro {
Hand Key ) dan Absensi manual yang Form nya telah disiapkan oleh Pelaksana pada bagian
tata usaha.

2. Pemeriksaan Absensi
Pemeriksaan Absensi dilakukan oleh Kasubbag Kepegawaian setelah menerima hasil Print Out
dan nalrkqana/Fafitnaq Aheonci rrntrrk monnallhrri hahorana hqrrolz I)NIQ \rah^ har{ir

___l



Hasil Print Out dari Mesin Absen yang dilakukan oleh Pelaksana/ Petugas Operator Mesin
Absen direkapitulasi secara berkala ( minggu/ bulan ) untuk kemudian diperiksa dan di Paraf
oleh Kasubbagl Sekretaris untuk menghindariterjadinya kekeliruan .

4. Pelaporan
Hasil dari Rekapitulasi yang telah di print out dan di Paraf kemudian dilaporkan kepada
Kepala Dinas untuk di Evaluasi.

5. Pemberian Disposisi
Kepala Dinas memberikan Disposisi atas Laporan Rekapitulasi Kehadiran PNS dilingkup
Dinas berupa perintah kepada Sekretaris/ Kasubag Kepegawaian untuk memberikan
teguran lisan terhadap PNS yang melanggar Disiplin

6. Tindak Lanjut Hasil Disposisi
Untuk PNS yang telah diberi teguran secara lisan dan masih tetap melakukan pelanggaran
Disiplin akan dibahas didalam rapat internal Dinas Kominfo tentang sanksi yang akan
diberikan mengacu pada PP No. 53 Tahun 20lOPersyaratan

1. Teknis Pelaksana
a. Petugas Operator Mesin Absen ( Hand Ke ) ditunjuk melaluiSK Kepala Dinas
b. Menguasai Penggunaan Mesin Absen ( Hand Key )
c. MenguasaiKomputer

2- Administrasi
a. Program khusus yang telah terinstal
b. Komputer Penunjang

i. Saranadan Prasarana
1. Mesin Absen ( Hand Key )
2. Komputer
3. Koneksilntemet
4. Alat Tulis Kantor

k. Biaya pemrosesan
DPA tahun berjalan

l. Tempat pemrmesan UraUilota Dinas
Diruang Kerja atau tempat lainnya

m. Jadwal pemrosesan
Sesuai dengan tingkat kebutuhan

n. Penanganan tindak laniut PengaduanlKeluhanlMasukan :

1. Untuk Pengaduan/keluhan/Masukan dari PNS terkait hasil perbaikan sampaikan kepada kepala
Dinas

2- Kepala Dinas mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris untuk menindaklanjuti
PengaduanlKelu han/Masu kan tersebut.

3. Sekretaris memerintahkan Kasubbag kepegawaian untuk menindaklanjuti
PengaduanTKeluhan/Masukan tersebut.

Jambi, 2417

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

IT. NURAGHMAT HERLAMBANG..MMA
Pembina Tk.l
NlP. 19680904 199503 1 001
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Nomor S O P

Tanggal Pembuatan

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSIJAMBI NamaSOP

DASAR HUKUM

1. UU Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

2. Pergub Nomor. 29 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Provinsi Jambi pada pasal 121

3. DPA Tahun Berjalan
4. Peraturan Lainnya yang berkaitan dengan

Kedisplinan PNS

KETERKAITAN

lnternaldan Eksternal

PERINGATAN

1. Pencarian anggaran harus sesuai DIPA yang
telah ditetapkan dan sesuai dengan PO
operasinal;

2. Tidak melebihi nilai dari ketentuan pagu yang
ditetapkan;

3. SPM Harus di tandatangani dan diparaf oleh
pejabat yang berwenang,

4. Pencarian harus melalui rekening yang telah di
setujui.

t

DISKOMINFO,I.l

1Maret2017

1Oktober2017

KEPALA DINAS KOMUNII(AS]I
DAN INFORMATIKA PROV. JATilB$

Pencairan Dana DPA

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pelaksana Kegiatan
3, Staf Pelaksana Kegiatan

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Komputer dan printer

1, Kwitansi Dinas
2- Bukas kas kegiatan
3. Buku kas Umum
4. Buku-buku pembantu

PERALATAN / PERLENGKAPAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN



t

Bagan Alur Pencairan Dana DPA

a. Latar Belakang

Untuk kelancaran pelaksanakan kegiatan maka di butuhkan dana sebagai penunjang pelaksananaan
kegiatan tersebut. Dana yang dibutuhkan umumnya telah berada pada Anggaran DPA Dinas Kominfo.
Dan untuk pencairan dana tersebut harus melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Untuk itu lah SOP pencairan dana ini di buat secara acuan kerja PPTK dalam
pencairan Dana Anggaran.

b. Maksud danTuiuan
a. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaitahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk

menyelesaikan suatu proses kerja
b. Terwujud nya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

KominfoProvinsi Jambi.
c. Terwujudnya persamaan persepsidalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
d. Tenrvujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas
e. Agar penggunaan dana oleh PPTK dapat di control oleh Kuasa Penggunaan Anggaran

c. Ruang Lingkup
PNS diluar lingkup Dinas Kominfo

d. Prosedur Pelaksanaan Pencairan Dana DPA
{. PPTK mengajukan jumlah dana yang akan di butuhkanldicairkan

Pengajuan jumlah dana yang akan diajukan harus disesuaikan dengan kebutuhan dana kegiatan
yang akan dilaksanakan agar pengajuan dana tidak terjadi kelebihan yang menyebabkan dana yang
telah dicairkan tidak dapat direalisasikan sehingga harus dikembalikan ke kas Daerah.

2. Menerima permohonan per'mintaan dana

3. Menerima Disposisi Kadis

No. Kegiatan UNIT PELAKSANA
WaktuKadis PPTK Keuangan Bendahara

1 PPTK mengajukan jumlah dana
yang akan di butuhkan/dicairkan

3 menit

2. Menerima permohonan permintaan
Dana __.1

10 Menit

3. Menerima Disposisi Kadis L- 1O menit

4. Memproses sesuai disposisi Kadis
(Verifikasi) __l

15 menit

5 Melaksanakan pembayaran sesuai
permintaan dana

15 menit

6. SelesaiArsip 5 menit

4. Memproses sesuai Disoosisi Kadis {Verifikasi)

I



1. Teknis Pelaksana
a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
b. Bendahara Dinas

2. Administrasi
f. Program khusus yang telah terinstal

, g. Komputer Penunjang
g. Sarana dan Prasarana

1. Mesin Absen ( Hand Key )
2. Komputer
3. Koneksilnternet
4. Alat Tulis Kantor

h. Biaya pemrosesan
DPA tahun berjalan

i. Tempat pemrosesan $uraUNota Dinas
Diruang Kerja atau tempat lainnya

j. Jadwal pemrc)sesan
k. Sesuai dengan tingkat kebutuhan

l. Penanganan tindak lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan :

1. Untuk Pengaduanlkeluhan/Masukkan dari PNS terkait hasil perbaikan disampaikan kepada kepala
Dinas.

2. Kepala Dinas mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris untuk menindaklanjuti
Pengaduan/Keluhan/Masukan tersebut.

3. Sekretaris memerintahkan Kasubbag untuk menindaklanjuti Pengaduan/Keluhan/Masukan
tersebut.

Jambi, 2417

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

)o'q
lr.' NIf RACHHAT HERI.,AMBAI.I.G. i[MA
Pembina Tk.l
NlP. 19680904 199503 1 001
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSIJAMBI

Nomor S O P DISKOMINFO 1.1

Tanggal Pembuatan 1 Maret 2017

TanggalRevisi

Tanggal Pengesahan 1 Oktober2017

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROV. JAMBI

NamaSOP Pencairan Dana DPA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

2. Pergub Nomor. 29 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi pada
pasal 121

3. DPA Tahunn Berjalan
4. Peraturan Lainnya yang berkaitan dengan

Kedisplinan PNS

1" Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pelaksana Kegiatan
3. Staf Pelaksana Kegiatan

KETERKAITAN PERALATAN I PERLENGKAPAN

lnternaldan Eksternal
'1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Komputer dan printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pencarian anggaran harus sesuai DIPA yang
telah ditetapkan dan sesuai dengan PO
operasinal;

2. Tidak melebihi nilai dari ketentuanpagu yang
di tetapkan;

3. SPM Harus di tandatangani dan diparaf oleh
pejabat yang berwenang;

4. Pencarian harus melalui rekening yang telah
di setuiui.

1. Kwitansi Dinas
2. Bukas kas kegiatan
3. Buku kas Umum
4. Buku-buku pembantu.



-

Bagan Alur SPPD Kepala Dinas

a. Latar Belakang

Untuk memenuhi Undangan, tugas dinas, Pelaksanaan Kordinasi, Evaluasidll. Perlu adanya Surat
perintah tugas dan surat perjalanan dinas agar kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik.

b. ltllaksud dan Tujuan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui

untuk menyelesaikan suatu proses kerja
2. Tenrujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Kominfo Provinsi Jambi.
3. Terwujudnya pesamaan persepsidalam pelaksanaan tugas dan fungsipengawasan
4. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas

c. Ruang Lingkup
Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi Jambi

d. Prosedur Pelaksanaan Pencairan Dana DPA.
1. Pembuatan SPT/SPPD Kepala Dinas sesuai dengan tujuan dari kegiatan

Pembuatan SPT/SPPD disesuaikan dengan Kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan Oleh Kepala
Dinas

2. Penandatanganan SPT/SPPD
Penandatanganan SPT dan SPPD oleh Sekretaris Daerah sebagai tanda persetujuan akan
kegiatan dinas kepala Dinas yang akan dilaksanakan

3. Pembuatan Kwitansi raiming
Kwitansi dan raming disebut sebagai bukti serah terima keuangan dari PPTK kepada Kepala
Dinas sesuai yang tertera di Raming yang selanjutkan akan dijadikan pelengkap SPJ dari PPTK.

4. Penyerahan Biaya sesuai Kwitansi dan Raming
Penyerahan Biaya Perjalanan Dinas telah dilakukan PPTK kepada Kepala Dinas sesuai dengan
tertera di Kwitansi dan Ramino beruoa biava harian dan transoortasi

No. Kegiatan UNIT PELAKI ;ANA Waktu
Petaksana

Subbaq/Kasi
Sekretaris/Bidang Kepala

Dinas
Sekda

1 Pembuatan SPT/SPPD Kepala
Dinas Sesuaidengan tujuan dari
kegiatan

10 menit

2. Penandatangan SPT/SPPD

t__
'1 hari

3. Pembuatan Kwitansl
I

10 menit

4. Penyerahan biaya sesuai Kwitansi
dan Ramin

1 menit

5 Plaksanaan SPT/SPPD 3,4 hari

6 Laporan SPPD t hari



-

6. Laporan SPPD
Kepala Dinas membuat laporan tentang hasil dari tugas yang telah dilaksanakannya yang telah
ditunjukkannya kepada $ekretaris daerah,

e. Persyaratan
1. Teknis Pelaksana
, a. Kepala Dinas

b. Bendahara Dinas
c. PPTK

2. Administrasi
a. Kwitansi/ Raming
b. SPT/SPPD

f. Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Komputer
3. Printer
4. Buku Kwitansi

g. Biaya pemrosesan
DPA tahun berjalan

h. Tempat pemrosesan Rekopitulasi Ahensi
Diruang Bendahara dan tempat lainnya

i. Jadwal pemrosesan
Sesuai dengan tingkat kebutuhan

i. Penanganan tindak lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan :

1. Untuk PengaduanlkeluhanlMasukan dari PNS terkait hasil perbaikan sampaikan kepada kepala
Dinas.

2. Kepala Dinas mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris untuk menindaklanjuti
Pengaduan/KeluhanlMasukan tersebut.

Jambi, 2017

Disahkan Oleh,
KEPALA DINAS,

r,g*
IT. NURACHMAT HERLAMBANG. MMA
Pembina Tk.l
NrP. 19680904 199503 1 001
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